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Sambutan

Ass. Wr. Wb.,

Apa yang harus dilakukan dan bagaimana membangun simpul
jaringan, merupakan latar belakang penyusunan buku Petunjuk
Teknis Pembangunan Simpul Jaringan. Buku petunjuk teknis yang
sudah ditunggu-tunggu setiap simpul jaringan merupakan buku
petunjuk teknis yang merupakan pendetilan dari Buku Panduan
Simpul Jaringan (2013). Buku ini khusus mendetilkan 4 aspek yaitu
Peraturan dan Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan
Standar.

Pembangunan simpul jaringan bukan merupakan proses yang
instan, sebuah proses dalam kurun waktu tertentu harus dilalui
setiap simpul jaringan, namun sebelumnya evaluasi diri diperlukan
untuk mengetahui kesiapan simpul jaringan.

Akhir kata, saya berharap buku ini akan menolong kita untuk lebih
produktif, yang membuat kita berani berjalan untuk membangun

dan mengembangkan simpul jaringan yang berkelanjutan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi banyak pihak

Dr. Ir. Yusuf S. Djajadihardja, M.Sc.

Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial
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Pengantar

Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan ini dibuat
sebagai panduan vyang bersifat detail dan teknis untuk
pembangunan simpul jaringan data spasial di Pemerintah Daerah
dan Kementerian/Lembaga. Buku ini merupakan kelanjutan dan
penjabaran dari Buku yang berjudul Panduan Pembangunan Simpul
Jaringan yang diterbitkan pada tahun 2013.

Buku ini diawali dengan konsep umum mengenai Infrastruktur
Informasi Geospasial (1IG) dan Simpul Jaringan supaya terbentuk
pemahaman yang sama di kalangan Pemerintah Daerah dan
Kementerian/Lembaga. Selanjutnya terdapat bagian mengenai
evaluasi diri kondisi saat ini di masing-masing Pemerintah Daerah
dan Kementerian/Lembaga. Proses evaluasi dapat dilakukan sendiri
dengan hasil berupa informasi komponen yang sudah siap dan
aspek yang belum siap di masing-masing Pemerintah Daerah dan
Kementerian/Lembaga. Bagian ketiga Buku ini berisi langkah-
langkah praktis dalam membangun Simpul Jaringan.

Dengan diterbitkannya Buku Panduan ini, Pemerintah Daerah dan
Kementerian/Lembaga harus segera membangun Simpul Jaringan di
tempat masing-masing. Terbangunnya Simpul Jaringan akan
membantu pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi
Geospasial (IG) dengan lebih baik. DG dan IG yang akurat dapat
mudah ditemukan dan selanjutnya digunakan secara bersama-sama
sehingga nilai manfaatnya bagi pembangunan nasional dapat
maksimal.

Tim Penyusun






Bab |. Pendahuluan

.1. Latar Belakang

Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan ini disusun sebagai
penjelasan lebih lanjut Panduan Umum Pembangunan Simpul
Jaringan yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi dan
Kelembagaan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial
pada tahun 2013. Salah satu tujuan pembuatan Buku Petunjuk
Teknis ini adalah untuk mempercepat pembangunan SJ di
pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga. Sampai saat ini,
hanya sebagian kecil pemerintah daerah atau
Kementerian/Lembaga yang memiliki Simpul Jaringan atau yang
Simpul Jaringan-nya aktif terus-menerus. Ketiadaan Simpul Jaringan
membuat diseminasi informasi yang memiliki aspek lokasi menjadi
tidak lancar. Banyak informasi yang bersifat domain publik tidak
tersedia atau tidak dapat diakses. Kerja sama antar institusi di
daerah (misalnya antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD))
juga terhambat karena satu SKPD tidak mengetahui tema dan
karakteristik data yang dimiliki oleh SKPD lain. Proses pengambilan
keputusan yang memiliki aspek spasial menjadi tidak efisien, efektif
dan optimal.

Situasi dan kondisi ini perlu segera diatasi, apalagi mengingat bahwa
Indonesia termasuk negara yang masuk dalam kategori pengadopsi
awal konsep Infrastruktur Data Spasial (IDS) (Masser, 1998).
Implementasi IDS selalu diawali dengan pemanfaatan data
geospasial yang intensif dan meluas menggunakan Sistem Informasi
Geospasial (SIG). Kegiatan Rapat Koordinasi SIG Nasional telah
dimulai sejak awal 1990-an. Namun demikian, kemajuan yang
bersifat pelembagaan tampak belum cukup baik. Pemanfaatan SIG,
baik dalam konteks individu instansi ataupun dalam konteks IDS,
belum tersebar secara meluas dan dalam tingkat implementasi yang
seragam. Memang sudah terdapat pemerintah daerah atau



Kementerian/Lembaga yang sangat peduli dengan IDS, memiliki
inovasi pemanfaatan SIG dan IDS yang baik, serta memanfatkannya
dalam kegiatan harian secara berkelanjutan. Di sisi lain, masih lebih
banyak pemerintah daerah yang mengalami berbagai kesulitan
dalam pemanfaatan SIG dan IDS.

Salah satu perwujudan dari pemanfaatan SIG yang intensif dan
meluas adalah tersedianya peta di situs web resmi pemerintah
daerah atau Kementerian/Lembaga. Sampai dengan bulan Juli
tahun 2013, ternyata jumlah peta yang tersedia di situs web resmi
pemerintah Kabupaten/Kota hanya 1.224, dengan hanya 50%
Kabupaten/Kota yang menampilkan peta di situs web resminya
(Sutanta, dkk., 2013). Jumlah ini sangat kurang dari kondisi ideal.
Dalam hal Pemerintah Provinsi, jumlah peta yang tersedia di situs
web resminya juga sangat sedikit, yaitu hanya 470 peta dengan
beberapa provinsi tidak memiliki peta di situs webnya.

Lebih jauh lagi, jumlah Pemerintah Daerah yang telah memiliki
Simpul Jaringan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan
Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi
Geospasial Nasional masih sangat sedikit. Situasi dan kondisi di
Kementerian/Lembaga tampak lebih baik dibandingkan dengan
pemerintah daerah jika dilihat dari jumlah peta dalam situs web
resmi maupun ketersediaan Simpul Jaringan.

Kondisi yang belum ideal di sebagian Pemerintah Daerah dan
sebagian Kementerian/Lembaga perlu diperbaiki dengan kesadaran
dan komitmen bersama. Buku Petunjuk Teknis ini disusun sebagai
salah satu usaha untuk mempercepat pembangunan Simpul
Jaringan di pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga.

Materi singkat yang bersifat teoritis dituliskan untuk memberi
pemahaman yang sama tentang seluk beluk Simpul Jaringan.
Selanjutnya, terdapat materi untuk evaluasi diri sebagai panduan
bagi pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga dapat
mengetahui kekuatan dan kekurangan yang dimilikinya. Tentu saja,
kekurangan yang ada harus diperbaiki supaya kondisi ideal bagi



pembangunan dan pengoperasian Simpul Jaringan dapat diraih.
Bagian berikutnya berisi kegiatan dan materi yang harus disiapkan
dalam membangun Simpul Jaringan, yang dibagi berdasarkan
komponen-komponen IDS.

.2. Acuan / Dasar Hukum
Berikut merupakan acuan/dasar hukum yang mendasari
pembangunan simpul jaringan yaitu :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Rl Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Undang-Undang Rl Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang

Undang Undang Rl Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Undang-undang Rl Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial

Peraturan Presiden Rl Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan
Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial

Peraturan Pemerintah Rl No. 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan



14.Panduan Pembangunan Simpul Jaringan, Badan Informasi

Geospasial, 2013.

.3. Pengertian Umum

Dalam penyusunan peraturan dan kebijakan untuk membangun dan
mengelola simpul jaringan, istilah dan definisi berikut perlu
diperhatikan.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu
sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial secara
bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan
serta berdayaguna.

Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam
penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran,
penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan
Informasi Geospasial (IG) tertentu.

Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG
danIG.

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja pada
simpul jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pengelolaan,
pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG.

Data Geospasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan
pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah,
pada atau di atas permukaan bumi dengan posisi
keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional.

Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi
indentifikasi, kualitas, organisasi acuan, entitas, distribusi,
sitasi, waktu dan acuan data.



e Penghubung simpul jaringan adalah institusi yang
menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara
nasional yaitu BIG.

e Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan
oleh Badan Standardidasi Nasional dan berlaku secara nasional.

e Spesifikasi data geospasial adalah uraian yang berisi ketentuan
teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci
sesuai dengan kekhususan data geospasial

l.4. Peran dan Fungsi Simpul Jaringan

Proses akuisisi, penyediaan, penggunaan, tukar guna, dan
perawatan data geospasial merupakan kumpulan proses yang
mahal dan kompleks. Visi “created once, used many times”di dunia
geospasial mulai digemakan sejak akhir dekade 1970-an. Pada saat
itu otoritas Badan Survei Pemetaan Nasional di berbagai negara
menghadapi masalah dengan minimnya koordinasi dan
standardisasi pengumpulan dan penggunaan Data Geospasial.
Koordinasi dan standarisasi diperlukan untuk menekan biaya
pekerjaan survei pemetaan sehingga pekerjaan yang tumpang
tindih dan tidak perlu dapat dihindari. Tiga dekade kemudian,
inisiatif ini dikenal sebagai Infrastruktur Data Spasial.

Dimulai sejak tahun 1980-an di Kanada (Groot and Mclaughlin,
2000), kebutuhan akan tukar guna data antar institusi secara
vertikal dan horizontal telah mendorong terwujudnya inisiatif
penyediaan mekanisme akses dan guna data geospasial yang
terkoordinasi. Sejak pertengahan 1990-an, inisiatif Infrastruktur
Data Spasial (baik lokal, nasional, maupun regional) sudah
dikembangkan menjadi agenda nasional di lebih dari 100 negara
(Crompvoets and Bregt, 2006). Selain manfaat tukar guna data dan
dari sisi ekonomi, dengan adanya IDS kemungkinan untuk berbagi
ongkos produksi dan perawatan, serta berkurangnya redundansi
data menjadi lebih mudah diwujudkan.



IDS merupakan sebuah usaha terkoordinasi untuk memfasilitasi
pencarian, tukarguna, berbagi dan pemanfaatan data (dan informasi
geospasial) oleh para pengguna data spasial. IDS diselenggarakan
pada level lokal, nasional, regional dan global untuk berbagai
keperluan misalnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
dan tata kelola pemerintahan melalui kesepakatan-kesepakatan
dalam pengaturan dan pemanfataan standar teknologi, kebijakan,
dan institusi yang kompeten.Pengembangan IDS Nasional (IDSN)
memerlukan lima komponen utama, yaitu: sumberdaya manusia,
data geospasial, kebijakan, standar, dan teknologi. Standar adalah
kaidah yang dibakukan untuk mengatur aspek sintaks dan skematik
komponen data agar tercapai asas interoperabilitas di dalam
realisasi tukarguna, akses (misalnya dengan spesifikasi WFS (Web
Feature Services) atau WMS (Web Map Services)) dan pemanfaatan
data. Kaidah ini dapat berupa standar metadata, spesifikasi servis
atau pelayanan data melalui web. Pelayanan atau servis di dalam
IDS berarti pemanfaatan internet sebagai medium untuk
mempublikasikan, mengakses serta menggunakan data. Secara
khusus terdapat empat jenis pelayanan di dalam IDS: servis katalog
(pencarian, penelusuran dan publikasi), servis akses data (unduh
fitur dan citra geospasial), servis penyajian peta, serta servis
pemrosesan data.



IDS menyediakan mekanisme pengkoordinasian dan penatakelolaan
data geospasial pada level nasional dan daerah. Tujuan praktis dari

inisiatif ini adalah

dicapainya efektivitas
&5 Apa keuntungan/manfaat dan efisiensi
menjadi Simpul Jaringan? pengumpulan, akses dan

pemanfaatan data
Keuntungan utama menjadi Simpul geospasial untuk
Jaringan  adalah  terciptanya mendukung  tatakelola
efisiensi dan efektivitas dalam informasi geospasial baik
berbagi pakai data  secara secara vertikal (misal
horinsontal (antar unit/SKPD) atau kabupaten/kota -
secara  vertikal.  Selain itu, provinsi - pusat)
disediakan akses yang mudah maupun horisontal
untuk mendapatkan data asli (fitur (misalnya antar SKPD).
maupun citra) dari Penghubung Untuk mewujudkan
Simpul Jaringan/BIG. tujuan ini, selain harus

tersedianya pengaturan

kelembagaan dan

kebijakan, beberapa hal fundamental lain yang menentukan
eksistensi sebuah IDS adalah ketersediaan data berikut standar dan
spesifikasi data dan metadatanya serta beroperasinya geoportal. Di
antara komponen-komponen tersebut, antarmuka pelayanan data
yang biasa disebut geoportal dianggap sebagai fitur kunci
keberlanjutan dan kesuksesan sebuah IDS (Maguire and Longley,
2005).

Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan
pencarian dan penggunaan data spasial melalui media internet.
Untuk memfasilitasi pencarian data, setiap data yang disediakan
oleh penyedia data perlu memiliki metadata (data tentang data
geospasial). Untuk memfasilitasi penggunaan data (khususnya data
daring), data spasial yang terdaftar di geoportal dapat diakses
menggunakan beragam spesifikasi OpenGIS misalnya WFS dan
WMS. Gambar 1 menggambarkan peran geoportal dan fungsi-
fungsi yang terkait dengannya untuk sebuah IDS.



Meminta layanan data
(bentuk peta atau data siap pakai)

Mencari Data
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Mendapatkan layanan data
(bentuk peta atau data siap pakai)

Gambar 1. Peran geoportal pada IDS: memfasilitasi publikasi, pencarian, penemuan dan
penggunaan data spasial pada IDS Nasional



Pada umumnya geoportal difungsikan sebagai antarmuka penyedia
informasi katalog data geospasial. Layanan geoportal diakses
pengguna melalui internet. Pengguna melakukan pencarian data
geospasial yang terhubung pada IDS menggunakan kata-kata kunci
terkait area cakupan data (‘where’), isi, sintaks, dan kategori data
(‘what’) serta informasi temporal data (‘when’). Sistematika
antarmuka query tersebut (where, what, when) menjadi pola
rujukan penyediaan layanan pencarian pada banyak portal IDS
Nasional (IDSN) di berbagai negara. Sampai dengan tahun 2006
terdata lebih dari 100 portal telah di bangun.

Seiring berkembangnya kebutuhan pemanfaatan data spasial,
geoportal dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk memfasilitasi
pencarian data. Geoportal juga dapat didesain untuk
mengorganisasi data dari komunitas dan memfasilitasi integrasi dan
akses langsung data daring melalui jendela penampil peta (viewer)
pada geoportal, sehingga pengguna dapat langsung melihat dan
bahkan mengunduh data geospasial. Dalam hal ini, geoportal
memiliki perbedaan fundamental dengan aplikasi webGIS. Fungsi-
fungsi yang melekat pada suatu aplikasi web GIS misalnya,
penggabungan data dan operasi spasial berbasis online dapat
dimiliki oleh geoportal. Namun demikian fungsi khusus geoportal
dalam memfasilitasi pencarian data geospasial terdistribusi dengan
spesifikasi teknis WFS, WCS, WMS melalui penelusuran dan
penjelajahan direktori tidak terdapat pada aplikasi WebGlIS.

Di Indonesia, IDS dikenal secara resmi sebagai Infrastruktur
Informasi Geospasial (11G). Dalam petunjuk teknis ini, istilah 11G yang
akan digunakan, dengan pengertian yang sama dengan IDS.
Jaringan IGN merupakan sistem penyelenggaraan pengelolaan IG
secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan
serta berdayaguna. Ketentuan tentang Jaringan IGN tertuang di
dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Simpul Jaringan
adalah institusi yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan
penyeberluasan DG dan IG beserta metadatanya. Penghubung



Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan
pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional. Dalam hal ini,
sesuai Peraturan Presiden No. 27 tahun 2014, penghubung simpul
jaringan adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Skema hubungan
antara SJ dan PSJ disajikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Skema hubungan antara Simpul Jaringan dengan
Penghubung Simpul Jaringan

Tugas Simpul Jaringan
1. Menyelenggarakan Informasi Geospasial melalui kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan,
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penggunaan, pengelolaan, penyebarluasan DG dan IG berikut
metadatanya.

Melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang
diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan
prosedur operasional standar dan pedoman teknis
penyebarluasan IG.

Membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan
sistem akses IG yang diselenggarakannya

Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan,
pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Fungsi Simpul Jaringan

1.

Menjadi organisasi unit pelaksana (direalisasikan melalui unit
kerja) untuk dua fungsi pokok vyaitu: (i) pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG
dan IG, serta (ii) pelaksanaan penyimpanan, pengamanan dan
penyebarluasan DG dan IG (Pasal 5 ayat 2, Perpres nomor 27
tahun 2014).

Melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia
akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai dan penggunaan
DG dan |G secara bersama menggunakan standar dan
spesifikasi teknis nasional.

Menjadi sumber daya internet yang menyediakan akses DG dan
IG bagi penghubung simpul jaringan dan bagi pengguna
Jaringan IIG.

Berdasarkan tugas dan wewenang dari institusi yang menaungi unit
kerja simpul jaringan, terdapat dua jenis simpul jaringan yaitu
simpul jaringan pusat dan simpul jaringan daerah. Simpul jaringan
pusat merupakan organisasi pada kementrian dan lembaga pada
level nasional yang memiliki tugas dan fungsi simpul jaringan.
Simpul jaringan daerah merupakan organisasi pada satuan kerja
pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah
Daerah. Diagram hubungan dan fungsi Simpul Jaringan dan
Penghubung Simpul Jaringan dapat dilihat di Gambar 3.
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PENGHUBUNG
SIMPUL
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Cek Pengkinian
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UNIT
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\PENYEBARLUASA

Cek Pengkinian

Metadata P

JARINGAN

UNIT

onsumsi dan Unduh Data FRODUKS

Gambar 3. Hubungan dan fungsi Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan
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Unit kerja Simpul Jaringan memiliki beberapa tugas utama yang
harus dilaksanakan, meliputi:

1. Unit Produksi mempunyai tugas untuk mengumpulkan,
mengolah, menggunakan DG dan IG. Dalam kaitan dengan
tugas tersebut, Unit Produksi juga harus memastikan metadata
tersedia untuk semua DG dan IG yang dikelolanya. Unit
Produksi juga melakukan kegiatan pembaruan DG dan IG.

2. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan mempunyai tugas untuk
menyimpan, melakukan tindakan  pengamanan  dan
menyebarluaskan DG dan IG.

3. Pada tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Kerja SJ dilaksanakan
oleh bagian yang memiliki Tupoksi dalam pengelolaan data,
seperti Pusat Data (Pusdata) atau Pusat Data dan Informasi
(Pusdatin), dengan dukungan dari unit teknis yang
memproduksi DG/IG di Kementerian/Lembaga tersebut.

4. Biaya yang diperlukan dalam implementasi SJ seyogyanya
dibebankan pada anggaran rutin Pemerintah Daerah atau
Kementerian/Lembaga.

Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan memegang
peranan penting tercapainya tujuan utama Jaringan Infrastruktur
Geospasial yaitu akses dan berbagi pakai data geospasial yang ada
di pusat dan di daerah. Simpul Jaringan adalah Kemetrian dan
Lembaga serta Pemerintah daerah yang memiliki unit kerja
penyimpanan dan pengolahan data geospasial (disingkat unit
produksi) dan unit diseminasi dan distribusi data geospasial
(disingkat Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan).

Simpul jaringan mendaftarkan data yang disimpan kepada
Penghubung Simpul Jaringan melalui antar muka “metadata
manager” (piranti lunak pengelola metadata data spasial/katalog).
Metadata manager dapat disetel menjadi bagian atau di luar sistem
geoportal. Metadata memegang peranan penting untuk dapat
menginformasikan kepada pengguna mengenai “apa, siapa
(pembuat/pengelola), dimana, dan kapan” terkait data geospasial

yang dicari dan dibutuhkan. Pada dasarnya geoportal adalah
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antarmuka Infrastruktur Jaringan Infrastruktur Geospasial Nasional.
Melalui geoportal, tidak hanya pencarian data dapat difasilitasi
tetapi konsumsi (akses tampilan peta dan unduh data vektor dan
raster) dapat dibantu secara mudah via geoportal sehingga
pengguna terhubung langsung dengan penyedia data (via simpul
jaringan).

Adapun tugas Penghubung Simpul Jaringan meliputi:

1. Mengintegrasikan simpul jaringan secara nasional

2. Menyebarluaskan IGD kepada seluruh Simpul Jaringan melalui
jaringan IGN

3. Membangun dan memelihara sistem akses jaringan IGN

4. Memfasilitasi penyebarluasan IG Simpul jaringan melalui
jaringan IGN

5. Melakukan pembinaan kepada Simpul jaringan

6. Melakukan rapat koordinasi nasional bidang Jaringan IGN.

Fungsi Penghubung Simpul Jaringan

1. Menyusun aplikasi untuk merealisasikan geoportal nasional

2. Menyusun panduan dan pedoman teknis implementasi jaringan
IGN pada level pusat dan daerah.

3. DiIndonesia, geoportal secara definitif harus tersedia pada sisi
penyedia informasi katalog. Dalam hal ini, Geoportal
dikembangkan dan dikelola oleh Penghubung Simpul Jaringan.

.5. Berbagi Pakai Data Geospasial
Sub bab ini menjelaskan mengenai 7 (tujuh) prinsip dalam berbagi
pakai data geospasial serta lisensi data dan informasi geopasial.

.5.1. Prinsip Berbagi Pakai Data Geospasial

Berbagi pakai adalah transfer DG atau |G antara dua atau lebih
institusi. Ada banyak bentuk cara berbagi pakai DG, diawali dari
berbagi metadata (informasi tentang data), berbagi pakai layer DG
secara tersendiri, sampai berbagi pakai DG secara lengkap dari
suatu basisdata. Ketika sebuah institusi membagikan metadata,
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maka memperlihatkan bahwa di institusi tersebut tersedia DG dan
IG. Hal tersebut merupakan langkah penting dalam proses berbagi
pakai data DG dan IG antar institusi. Berbagi pakai data dapat dari
satu pihak kepada pihak lain, antara dua pihak, melibatkan
beberapa pihak, atau hanya sekedar merilis data secara terbuka
kepada publik untuk memungkinkan data tersebut dapat di akses
dan digunakan oleh pihak lain. Prinsip-prinsip dalam berbagi pakai
data geospasial (modifikasi GeoConnections, 2012).

1. Sederhana
Aturan dan mekanisme dalam berbagi pakai data harus mudah
dipahami dan dirancang untuk dipatuhi serta berbiaya murah
atau tidak memerlukan biaya.

2. Tidak eksklusif

Secara umum, akses ke DG dan |G harus disediakan untuk
seluas-luasnya bagi seluruh pengguna. Pengaturan dalam
berbagi pakai DG harus terstruktur agar tidak mengecualikan
beberapa pihak karena kurangnya pemahaman dan
pengetahuan yang rinci dari domain DG, kurang pahamnya
penggunaan data dan teknologi vyang terkait, serta
ketidakmampuannya untuk membayar.

3. Wajar

Berbagi pakai DG dan IG harus dilakukan dengan persyaratan
yang adil bagi semua pihak. Istilah dalam perjanjian harus
mengakui keunggulan dari kesepakatan dalam berbagi pakai DG
dan IG antara kedua pihak, yaitu penyedia DG dan IG serta
pengguna DG dan IG, termasuk juga manfaatnya bagi pihak
ketiga, jika penyedia DG dan IG mendistribusikannya kepada
berbagai pihak.

4. Tidak diskriminasi
Persyaratan harus diperluas secara adil kepada semua pihak
untuk keperluan yang serupa dari DG dan IG yang diperoleh.
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Penyedia DG dan IG harus konsisten dalam pengaturan berbagi
pakai data, sehingga penggunaan DG dan G dapat
membandingkannya, jangan sampai terjadi beberapa pengguna
DG dan IG tidak dapat menerima manfaat karena DG dan IG
tidak tersedia bagi pengguna lain.

Pengakuan dan penyebutan

Pengguna DG bersama harus mengakui dan menyebut sumber
data jika menyebarkan dan/atau memadukan data dalam
produk IG mereka. Ketika mendistribusikan DG bersama atau
produk yang berasal dari DG bersama, penerima harus dengan
jelas menyebutkan semua sumber DG asalnya. Hal ini dapat
dicapai dengan cara mendokumentasikan sumber data dalam
metadata. Tersedianya metadata yang lengkap pada setiap
data yang ditukargunakan dan dipadukan akan memperjelas
asal-usul DG secara berurutan dan lengkap sehingga akan
membantu pengguna DG berikutnya dalam membuat produk
data/informasi turunan berikutnya.

Transparansi

Informasi tentang pengaturan dalam berbagi pakai data dan
persyaratan standar lisensi harus dibagi kepada para pemangku
kepentingan dan khalayak umum. Institusi harus menunjukkan
komitmen sepenuhnya untuk melakukan tukar guna DG secara
terbuka dan bersikap proaktif dalam mengkomunikasikan
kebijakan berbagi pakai data mereka serta menjadikan akses
data kepada pengguna potensial dapat dilakukan.

Ketepatan

Pengguna DG dan IG harus diberikan akses ke data yang dapat
dibagi pakai dalam waktu sesingkat mungkin. Perjanjian dan
lisensi tentang penggunaan DG dan IG harus dinegosiasikan dan
diterbitkan secara cepat dan efisien. Penggunaan, persyaratan
dan standar disederhanakan untuk membantu proses, serta
akses data tidak ditunda lebih dari yang diperlukan sehingga
pengguna DG dan IG dapat melakukan kontrol kualitas dengan
efektif.
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1.5.2. Lisensi Data dan Informasi
Lisensi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu lisensi data dan informasi serta
lisensi akses berikut penjelasannya :

1.

Lisensi Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Lisensi untuk data ada yang bersifat terbatas serta data yang
dapat digunakan secara terbuka (dan gratis), misalnya dengan
lisensi OdBL (Open Data Commons Open Database License).
Open Government Data adalah inisiatif penyediaan beberapa
data oleh instansi pemerintah kepada publik dalam bentuk file
atau basisdata atau gambar sehingga memungkinkan
pengguna menyalin, mengolah dan menggunakan data
tersebut.

Dalam praktek tatakelola data antara walidata (custodian) dan
pemilik (owner) bisa berbeda institusi. Pemilik data adalah
pihak yang pertama kali membuat dan menerbitkan data dan
secara umum bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas
data, termasuk menyusun metadatanya. Hak kepemilikan
adalah berada pada si pemilik data. Walidata bertugas untuk
mengelola data termasuk menyempurnakan isi metadata,
memberlakukan standar penyebarluasan data, sementara
pemilik data adalah pemegang hak cipta atas data, kecuali
ditetapkan atau diatur dalam kesepakatan antara pemilik dan
walidata.

Dalam kaitannya dengan penggunaan dan penyebaran luasan
DG dan IG yang dimiliki pemerintah berlandaskan pada tujuan
dari kebijakan akses informasi dari pemerintah. Gambar 4
mengilustrasikan interaksi antara kebijakan penyebaran luasan
DG dan IG milik pemerintah dan model distribusi yang
digunakan dalam mendukung kebijakan diseminasi DG dan IG
dan penggunaan perjanjian lisensi (GeoConnections, 2008).
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Gambar 4. Model diseminasi DG dan IG dan lisensinya (GeoConnections, 2008)
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Lisensi Akses Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Akses DG dan |G lazimnya dilandasi dengan adanya perjanjian.
Berbagai pakai DG dan IG maupun penyebarluasan DG dan IG
secara formal diatur dengan instrumen kontrak dengan
menggunakan perjanjian lisensi. Pemilik DG dan IG dapat
memberikan lisensi untuk menggunakan, membuat atau
menjual salinan dari DG dan IG aslinya. Perjanjian tersebut
biasanya membatasi ruang lingkup lisensi, apakah lisensi
bersifat eksklusif atau tidak, serta apakah penerima lisensi
harus membayar royalti atau pertimbangan lainnya (PC-IDEA,
2013). Berikut contoh dari perjanjian lisensi yang lazim
digunakan (GeoConnections, 2012):

a. Perjanjian berbagi pakai data (Data Sharing Agreement )
Didefinisikan sebagai dokumen umum yang digunakan
untuk melindungi berbagi pakai data antar organisasi tanpa
ada pertukaran dana, dan dengan jelas menyatakan syarat
dan ketentuan tentang penggunaan data (Memorandum of
Agreement/Understanding atau Letter of Agreement or
Understanding).

b. Perjanjian Lisensi (Licensing Agreement )

Didefinisikan sebagai kontrak dengan pemilik data
mengijinkan pemegang lisensi untuk menggunakan,
memodifikasi, mendistribusikan atau menjual salinan asli,
yang biasanya membatasi ruang lingkup atau bidang
lisensi, dan menentukan apakah lisensinya bersifat
eksklusif atau non-eksklusif dan apakah lisensi akan
membayar royalti atau beberapa pertimbangan lain dalam
pertukaran data.

c. Perjanjian Tataran Layanan (Service Level Agreement)
Adalah kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan
yang menetapkan perjanjian tentang layanan, prioritas,
tanggung jawab, jaminan, dan rincian sifat, kualitas, dan
cakupan layanan yang akan diberikan, biasanya dalam
istilah yang terukur. Untuk keperluan ini, perjanjian tataran
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layanan biasanya terkait dengan penyediaan akses ke data
melalui layanan berbasis web.

Ringkasan mengenai berbagai jenis pengaturan dalam berbagi pakai
data, tujuan, serta kondisi khusus penggunaan data ditunjukan pada
Tabel 1 (GeoConnections, 2012 dan PC-IDEA, 2013)

Tabel 1. Jenis Perjanjian berbagi pakai data (GeoConnections,
2012)

Jenis Nama Contoh aplikasi Karakteristik

Perjanjian Berbagi Pakai Data (Data Sharing Agreements)

Untuk berbagi pakai
Perjanjian berbagai data antara
! . ) € penyedia dan Tidak ada kondisi
pakai data A: .
1.1 . pengguna, dimana | yang melekat pada
Tidak ada .
tidak ada penggunaan data
pembatasan
pembatasan pada
penggunaan data
Untuk berbagi pakai Kondisi khusus:
data antara
. ¢ Menyatakan
L . penyedia dan .
Perjanjian berbagai . maksud dari
. pengguna, di mana
1.2 pakai data B: penggunaan
beberapa
Dengan Pembatasan * Menyatakan
pembatasan enggUNaan van
penggunaan data Zilargagn yang
berlaku &
Untuk tukar-guna
data antara dua
Perjanjian tukar- atau lebih penyedia | Tidak ada kondisi
1.3 guna data A: Tidak data, di mana tidak | yang melekat pada
ada pembatasan ada pembatasan penggunaan data
pada penggunaan
data
Perjanjian tukar- Untuk pertukaran Kondisi khusus:
14 guna data B: Dengan | data antara dua * Menyatakan
Pembatasan atau lebih penyedia maksud dari
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Jenis

Nama

Contoh aplikasi

Karakteristik

data, di mana
berlaku beberapa
pembatasan
penggunaan data

penggunaan

e Menyatakan
penggunaan yang
dilarang

Perjanjian Lisensi (Licensing Agreements)

Perjanjian Lisensi A:
Tidak ada biaya

Untuk berbagi pakai
data di bawah
persyaratan lisensi,
di mana tidak ada
pembatasan pada

Tidak ada kondisi

2.1 akses data dengan yang melekat pada
tidak ada penggunaan data penggunaan data
dan tidak ada biaya
pembatasan
yang harus
dibayarkan kepada
pemberi lisensi
Untuk berbagi pakai
data di bawah
Perjanjian Lisensi B: pfersyarat.an lisensi,
. . di mana tidak ada . ..
Biaya berbasis pada Tidak ada kondisi
pembatasan pada
2.2 akses data dengan yang melekat pada
. penggunaan data
tidak ada > penggunaan data
embatasan dan biaya yang
P harus dibayarkan
kepada pemberi
lisensi
Untuk berbagi pakai
data di bawah Kondisi khusus:
Perjanjian Lisensi C: pfersyaratan lisensi, . Menyatakarl
. ) di mana beberapa maksud dari
Tidak ada biaya
23 pembatasan penggunaan

akses data dengan
pembatasan

penggunaan data
berlaku dan tidak
ada biaya yang

harus dibayarkan

e Menyatakan
penggunaan yang
dilarang
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Jenis Nama Contoh aplikasi Karakteristik
kepada pemberi
lisensi
Untuk berbagi pakai
g::as‘y(:llr::‘:;al?sensi Kondisi khusus:
Perjanjian Lisensi D: di mana beberapa * Menyatakarl
Biaya berbasis pada embatasan maksud dari
2.4 v P P penggunaan

akses data dengan
Pembatasan

penggunaan data
berlaku dan biaya
yang harus
dibayarkan kepada
pemberi lisensi

e Menyatakan
penggunaan yang
dilarang

Perjanjian tataran layanan (Service Level Agreement)

Perjanjian Tataran
Layanan A: Akses

Untuk menetapkan
jaminan layanan

31 data melalui layanan | untuk akses data N/A
Web secara online
&5 Catatan:
1. Untuk penerapan perjanjian dalam berbagi pakai IG produk dari

Badan

Informasi Geospasial (BIG) ke pihak lain berlaku

pembatasan, seperti :

tidak akan membuat salinan IG untuk keperluan orang lain
atau organisasi lain;
memakai rekaman
permohonan;

tidak membuat ijin pemakaian baru untuk pihak lain atau
memindah tangankan/menjual belikan 1G kepada pihak
lain;

penggunaan IG untuk keperluan lain oleh pemegang
perjanjian perlu mendapat persetujuan dari BIG;

data dan keterangan yang ada didalam IG tetap menjadi
milik BIG.

IG hanya untuk keperluan sesuai
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2. Untuk penerapan lisensi produk IG dari BIG ke pihak lain,
terdapat dua pendekatan yaitu:
e ada biaya akses IG dan ada pembatasan, dan
e tidak ada biaya akses IG dan ada pembatasan.

Pembatasan tersebut terkait dengan adanya perjanjian, sedangkan
pembiayaan berkaitan dengan berlakunya PP No. 64 tahun 2014
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di BIG. Berikut
ini disajikan contoh perjanjian lisensi penggunaan data geospasial :

SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA GEOSPASIAL
[\ [oT5 1 To T SN

Pada hari ini tanggal
bertanda tangan di bawah ini :
1 Nama
Jabatan
Alamat

Sebagai PENYEDIA DATA/PEMBERI IJIN atas nama (Institusi Pemilik
Data)...., yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2 Nama
Jabatan

Sebagai PENERIMA DATA/PEMEGANG IJIN PEMAKAIAN, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyetujui untuk menyediakan dan menyerahkan
rekaman data/informasi geospasial ” Wilayah
sebanyak nomor lembar peta (NLP) dengan nomor:
dalam format digital kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK
KEDUA telah menerima rekaman Data Digital tersebut dengan baik.
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Data tersebut akan dipergunakan untuk : ” ” sesuai dengan surat
permohonan tanggal dengan menyetujui syarat-syarat sebagai
berikut :

Pasal 1
PIHAK KEDUA tidak akan membuat salinan dari rekaman tersebut untuk
keperluan orang lain atau organisasi lain.

Pasal 2
PIHAK KEDUA akan memakai rekaman tersebut hanya untuk keperluan
seperti tersebut diatas dan sesuai surat permohonan yang telah diajukan
kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
PIHAK KEDUA dilarang membuat ijin pemakaian baru untuk pihak lain atau
memindah tangankan/menjual belikan ljin Pemakaian yang diberikan oleh

(institusi pemilik data)..

Pasal 4
Penggunaan rekaman untuk keperluan lain yang menyimpang dari syarat-
syarat diatas perlu mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital ini merupakan perjanjian resmi
dan mengikat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti resmi. Semua data
dan keterangan yang ada didalam rekaman tersebut diatas tetap menjadi
milik ( institusi pemilik data).

Pasal 6
Apabila kemudian hari terjadi/terdapat perubahan dalam ketentuan diluar
yang disebutkan diatas akan diadakan penyesuaian lebih lanjut.
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Ditetapkandi : ...........
Pada Tanggal : ...........

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(Pemilih Data) (Pengguna data)

Catatan:
Lisensi ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh pengguna data
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Bab Il
Evaluasi Diri Kesiapan Pembangunan
Simpul Jaringan

Tahap awal dalam pembangunan simpul jaringan adalah melakukan
evaluasi terhadap kondisi aktual yang ada pada unit yang akan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan simpul jaringan. Evaluasi
dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal, yang mencakup
semua elemen dalam IIG. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada. Kekuatan
kondisi yang sudah ideal dan siap digunakan sebagai bekal untuk
membangun 1IG. Di sisi lain, kelemahan merupakan aspek-aspek
yang belum tersedia dan harus diantisipasi dan diperbaiki dalam
pembangunan IIG.

Evaluasi diri dilakukan secara mandiri dengan menjawab daftar
pertanyaan yang telah dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam
IIG. Daftar pertanyaan ini dikelompokkan dalam dua bagian besar,
yaitu Kelembagaan dan SDM serta Data dan Teknologi. Evaluasi diri
dibedakan untuk Simpul Jaringan di Pemerintah Daerah dan di
Kementerian/ Lembaga.

I1.1. Evaluasi Diri untuk Pemerintah Daerah

1.1.1. Bagian I: Peraturan, Kelembagaan dan SDM

A. Aspek Peraturan dan Kebijakan

1. Memiliki kebijakan pelaksanaan e-government yang memuat

aspek data dan informasi geospasial
a. Sudah b.Belum
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Memiliki  Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan
pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial dalam kerangka
Infrastruktur Informasi Geospasial.

a. Sudah b.Belum

Memiliki Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota terkait dengan
pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial dalam kerangka
Infrastruktur Informasi Geospasial.

a. Sudah b. Belum

Memiliki peraturan untuk mengelola mekanisme berbagi pakai
data geospasial antar SKPD dalam kerangka Infrastruktur
Informasi Geospasial.

a. Sudah b. Belum

Memiliki peraturan tertulis terkait mekanisme perijinan
penggunaan data geospasial oleh masyarakat.
a. Sudah b. Belum

Memiliki alokasi anggaran dalam APBD (kegiatan mandiri atau
masuk dalam suatu kegiatan lain) untuk pengadaan/up dating
data geospasial yang bersifat rutin untuk mendukung
Infrastruktur Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Memiliki alokasi anggaran dalam APBD untuk pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan sistem/perangkat TIK untuk
pengelolaan data geospasial yang bersifat rutin yang
mendukung Infrastruktur Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Memiliki alokasi anggaran dalam APBD untuk pegembangan
kapasitas Sumber Daya Manusia bersifat rutin yang mendukung
Infrastruktur Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.
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10.

Memiliki peraturan tertulis tentang lisensi untuk perlindungan
terhadap hak cipta data geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peraturan tertulis terkait perlindungan terhadap data
yang memiliki aspek privasi (data yang dikecualikan)
a. Sudah b. Belum.

B. Aspek Kelembagaan

1.

Terdapat kesamaan Visi antar SKPD dalam pembangunan
Infrastruktur Informasi Geospasial
a. Sudah b. Belum.

Manfaat dan nilai penting berbagi pakai data geospasial dalam
kerangka Infrastruktur Informasi Geospasial sudah dirasakan
oleh SKPD

a. Sudah b. Belum.

Melaksanakan kegiatan koordinasi resmi lintas instansi
(misalnya Forum Data) dalam pembuatan, pengelolaan dan
pemanfaatan data  geospasial secara  teratur dan
berkesinambungan.

a. Sudah b. Belum

Terdapat kemudahan dalam proses akses data geospasial antar
SKPD serta dengan instansi vertikal di daerah
a. Sudah b. Belum

Memiliki rencana stratejik atau roadmap pengembangan
Infrastruktur Informasi Geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki unit (bidang atau seksi) yang secara khusus memiliki
Tupoksi menangani pengelolaan data geo-spasial (peta) dalam
kerangka Infrastruktur Informasi Geospasial.

a. Sudah b. Belum.
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10.

Unit pengelola Infrastruktur Informasi Geospasial aktif
menelurkan inovasi baru dalam pengembangan sistem dan
aplikasi Infrastruktur Informasi Geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)
atau PPIDS atau Perguruan Tinggi atau pihak lain dalam
pengembangan pengelolaan data dan informasi geospasial.
a.Sudah b. Belum.

Memiliki kerja sama dengan masyarakat atau dunia usaha
dalam pengembangan pengelolaan data dan informasi
geospasial.

a. Sudah b. Belum.

Memiliki  kebijakan insentif/disinsentif untuk SKPD/unit
pendukung yang memberikan kontribusi terhadap pengelolaan
Infrastruktur Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.

C. Aspek Sumber Daya Manusia

1.

Pimpinan lembaga/unit memiliki pemahaman / komitmen
untuk membangun serta menyelenggarakan pengelolaan data
dan informasi geospasial dalam kerangka Infrastruktur
Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Memiliki staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang pengelolaan data dan informasi geospasial (Geomatika /
Geodesi / Geografi)

a. Sudah b. Belum.
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Memiliki staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknologi
Informasi / Teknik Informatika / Ilmu Komputer / Sistem
Informasi)

a. Sudah b. Belum.

Memiliki staf atau kelompok staf (yang berlatar belakang
pendidikan bukan spasial atau informatika) yang memiliki
antusiasme dan inisiatif yang tinggi dalam mengelola dan
mengembangkan Infrastruktur Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Memiliki staf yang pernah mengikuti kursus dalam bidang
pengelolaan data dan informasi geospasial atau dalam bidang
jaringan komputer dan internet

a. Sudah b. Belum.

Memiliki program pengembangan kemampuan pengelolaan
data dan informasi geospasial (misalnya melalui kursus atau
pelatihan atau seminar) bagi staf pengelola Infrastruktur
Informasi Geospasial yang berkelanjutan dan terprogram
secara rutin

a. Sudah b. Belum.

Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki program
peningkatan kualifikasi pendidikan formal lanjutan (S-1 atau S-2
atau S-3) dalam bidang informasi geospasial (Geomatika /
Geodesi / Geografi)

a. Sudah b. Belum.

Memiliki program pengembangan karir yang jelas bagi staf
pengelola data dan informasi geospasial (misalnya melalui
pengisian jabatan fungsional bidang survei dan pemetaan atau
pranata komputer atau perencana)

a. Sudah b. Belum.
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10.

Penggantian staf pengelola Infrastruktur Informasi Geospasial
(karena promosi atau mutasi) dilakukan setelah ada pengganti
yang memiliki kualifikasi minimal sama

a. Sudah b. Belum.

Mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian sesuai SKKNI
Bidang Informasi Geospasial untuk pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan pihak ketiga

a. Sudah b. Belum.

I1.1.2. Bagian II: Teknologi, Standar dan Data

A. Aspek Teknologi dan Standar

1.

Memiliki perangkat komputer yang khusus digunakan untuk
pengelolaan data dan informasi geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki server khusus untuk penyimpanan dan diseminasi
data geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki ruang khusus berikut perlengkapan pendukung
(misalnya: sistem pendingin yang redundan, catu daya
cadangan) untuk server geospasial, baik dikelola sendiri atau
bergabung dengan SKPD lain

a. Sudah b. Belum.

Memiliki langganan internet yang dapat digunakan untuk

mendukung penyelenggaraan Infrastruktur Informasi
Geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki perangkat lunak SIG (open source atau komersial)
untuk pengelolaan data dan informasi geospasial
a.Sudah b. Belum.
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10.

Memiliki perangkat lunak server geospasial (open source atau
komersial) untuk penyelenggaraan Infrastruktur Informasi
Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Pengelolaan data geospasial sudah mengikuti Standar Nasional
Indonesia atau Spesifikasi Teknis yang ditentukan oleh
Kementerian/Lembaga terkait (misalnya SNI-  19115:2012
Informasi Geografis — Metadata; PP 8/2013 tentang Tingkat
Ketelitian Peta untuk Tata Ruang)

a. Sudah b. Belum.

Geoportal (website untuk mencari dan mendapatkan data
geospasial secara online) sudah beroperasi beroperasi terus
menerus (24 jam/hari, 7 hari seminggu)
a.Sudah b. Belum.

Data geospasial yang tersedia dapat dilihat dan diunduh melalui
geoportal/website
a.Sudah b. Belum.

Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan, dan
pelayanan melalui, Infrastruktur Informasi Geospasial
a.Sudah b. Belum.

B. Aspek Data Geospasial

1.

Memiliki peta rupabumi dan/atau peta dasar daerah dalam
format SIG yang dapat dibagi pakai untuk SKPD
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta RTRW dan/atau RDTR dalam format SIG yang
dapat dibagi pakai untuk SKPD
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta batas administrasi dalam format SIG yang dapat
dibagi pakai untuk SKPD
a. Sudah b. Belum.
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10.

Memiliki peta batas penguasaan lahan untuk
pertambangan/perkebunan/kehutanan dalam format SIG yang
dapat dibagi pakai untuk SKPD

a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta fasilitas umum dan tempat penting dalam format
SIG yang dapat dibagi pakai untuk SKPD
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta bidang-bidang tanah/persil dalam format SIG
yang dapat dibagi pakai untuk SKPD [Khusus Kabupaten/Kota]
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta sistem utilitas dan/atau sarana transportasi
dalam format SIG yang dapat dibagi pakai untuk SKPD
a. Sudah b. Belum.

Sistem katalog (daftar data geospasial) sudah digunakan dalam
pengelolaan peta dan informasi geospasial
a.Sudah b. Belum.

Memiliki sistem katalog secara online
a.Sudah b. Belum.

Metadata disimpan bersama basisdata geospasial dijital yang

dikelola
a. Sudah b. Belum.
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I1.2. Evaluasi Diri Kementrian/Lembaga

[1.2.1. Bagian I: Aspek Peraturan, Kelembagaan dan SDM

Aspek Peraturan dan Kebijakan

1. Memiliki kebijakan tertulis pelaksanaan e-government yang
memuat aspek data dan informasi geospasial
a. Sudah b. Belum.

2. Memiliki Peraturan Menteri/Kepala Badan terkait dengan
pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial dalam kerangka
Infrastruktur Informasi Geospasial.
a.Sudah b. Belum.

3. Memiliki peraturan untuk mengelola mekanisme berbagi pakai
data/informasi geospasial antar Kementrian/Lembaga dalam
kerangka Infrastruktur Informasi Geospasial.

a. Sudah b. Belum.

4. Memiliki peraturan tertulis terkait mekanisme perijinan
penggunaan data/informasi geospasial bagi masyarakat.
a. Sudah b. Belum.

5. Memiliki alokasi anggaran dalam APBN untuk pengadaan
data/informasi geospasial yang bersifat rutin untuk mendukung
Infrastruktur Informasi Geospasial
a. Sudah b. Belum.

6. Memiliki alokasi anggaran dalam APBN untuk pengadaan,
pengembangan dan pemeliharaan sistem/perangkat TIK untuk
pengelolaan data/informasi geospasial yang bersifat rutin untuk
mendukung Infrastruktur Informasi Geospasial
a. Sudah b. Belum.

7. Memiliki alokasi anggaran dalam APBN untuk pengembangan
kapasitas Sumber Daya Manusia (pelatihan, kursus, seminar,
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10.

diklat, studi lanjut) bersifat rutin untuk mendukung
Infrastruktur Informasi Geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peraturan tertulis tentang penyediaan data/informasi
geospasial melalui pemetaan partisipatif
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peraturan tertulis tentang lisensi untuk perlindungan
terhadap hak cipta data/informasi geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peraturan tertulis terkait perlindungan terhadap
data/informasi yang memiliki aspek privasi (data yang
dikecualikan)

a. Sudah b. Belum.

B. Aspek Kelembagaan

1.

Terdapat kesamaan Visi antar Direktorat Jenderal atau
Kedeputian dalam pembangunan Infrastruktur Informasi
Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Manfaat dan nilai penting berbagi pakai data/informasi
geospasial dalam kerangka Infrastruktur Informasi Geospasial
sudah dirasakan oleh Direktorat Jenderal atau Kedeputian

a. Sudah b. Belum.

Melaksanakan kegiatan koordinasi antar Direktorat Jenderal
atau Kedeputian (misalnya Forum Data) dalam pembuatan,
pengelolaan dan  pemanfaatan data/informasi geospasial
secara teratur dan berkesinambungan.

a.Sudah b. Belum.

Terdapat kemudahan dalam proses akses data/informasi
geospasial antar Direktorat Jenderal atau Deputi serta dengan
instansi horisontal di daerah

a. Sudah b. Belum.
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10.

Memiliki rencana stratejik atau roadmap pengembangan
Infrastruktur Informasi Geospasial
a.Sudah b. Belum.

Pusat Data dan/atau Pusat Data dan Informasi memiliki Tupoksi
menangani pengelolaan data geospasial dalam kerangka
Infrastruktur Informasi Geospasial.

a.Sudah b. Belum.

Unit pengelola Infrastruktur Informasi Geospasial(Pusat Data
dan/atau Pusat Data dan Informasi) aktif menelurkan inovasi
baru dalam pengembangan sistem dan aplikasi Infrastruktur
Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Memiliki kerja sama formal dengan Badan Informasi Geospasial
(BIG) atau PPIDS/Perguruan Tinggi atau pihak lain dalam
pengembangan pengelolaan data/informasi geospasial.
a.Sudah b. Belum.

Memiliki kerja sama formal dengan masyarakat atau dunia
usaha dalam pengembangan pengelolaan data/informasi
geospasial.

a. Sudah b. Belum.

Memiliki kebijakan insentif/disinsentif untuk memberikan
kontribusi terhadap pengelolaan Infrastruktur Informasi
Geospasial

a. Sudah b. Belum.

C. Aspek Sumber Daya Manusia

1.

Pimpinan lembaga/unit memiliki pemahaman tentang
pengelolaan data/informasi geospasial dalam kerangka
Infrastruktur Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.
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Memiliki staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang pengelolaan data/informasi informasi geospasial
(Geomatika / Geodesi / Geografi)

a. Sudah b. Belum.

Memiliki staf dengan latar belakang pendidikan formal dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Teknologi
Informasi / Teknik Informatika / Ilmu Komputer / Sistem
Informasi)

a. Sudah b. Belum.

Memiliki staf atau kelompok staf (yang berlatar belakang
pendidikan bukan spasial atau informatika) yang memiliki
antusiasme dan inisiatif yang tinggi dalam mengelola dan
mengembangkan Infrastruktur Informasi Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Memiliki staf yang pernah mengikuti kursus dalam bidang
pengelolaan data/informasi geospasial atau dalam bidang
jaringan komputer dan internet

a. Sudah b. Belum.

Memiliki program pengembangan kemampuan pengelolaan
data/informasi geospasial (misalnya melalui kursus atau
pelatihan atau seminar atau diklat) bagi staf pengelola
Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkelanjutan dan
terprogram secara rutin

a. Sudah b. Belum.

Memiliki program peningkatan kualifikasi pendidikan formal
lanjutan (S-1 atau S-2 atau s-3) dalam bidang data/informasi
geospasial

a. Sudah b. Belum.
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10.

Memiliki program pengembangan karir yang jelas bagi staf
pengelola data/informasi geospasial (misalnya melalui
pengisian jabatan fungsional bidang survei dan pemetaan atau
pranata komputer atau perencana)

a. Sudah b. Belum.

Penggantian staf pengelola Infrastruktur Informasi Geospasial
(karena promosi atau mutasi) dilakukan setelah ada pengganti
yang memiliki kualifikasi minimal sama

a. Sudah b. Belum.

Mensyaratkan kepemilikan sertifikat keahlian sesuai SKKNI
Bidang Informasi Geospasial untuk pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan pihak ketiga.

a. Sudah b. Belum.

Il.2.2. Bagian II: Teknologi, Standar dan Data

A. Aspek Teknologi dan Standar

1.

Memiliki perangkat komputer yang khusus digunakan untuk
pengelolaan data/informasi geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki server khusus untuk penyimpanan dan diseminasi
data/informasi geospasial
a. Sudah b. Belum.

Memiliki ruang khusus berikut perlengkapan pendukung
(misalnya: sistem pendingin yang redundan, catu daya
cadangan) untuk server geospasial

a. Sudah b. Belum.

Memiliki perangkat lunak SIG (open source atau komersial)

untuk pengelolaan data/informasi geospasial
a.Sudah b. Belum.
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10.

Memiliki perangkat lunak server geospasial (open source atau
komersial) untuk penyelenggaraan Infrastruktur Informasi
Geospasial

a. Sudah b. Belum.

Pengelolaan data/informasi geospasial sudah mengikuti
Standar Nasional Indonesia atau Spesifikasi Teknis yang
ditentukan oleh Kementerian/Lembaga terkait (misalnya SNI-
ISO 19115:2012 Informasi Geografis - Metadata)

a. Sudah b. Belum.

Memiliki WebGIS yang beroperasi terus menerus (24 jam/hari,
7 hari seminggu)

a. Sudah b. Belum.

Memiliki web service yang terhubung ke ina-geoportal yang
beroperasi terus menerus (24 jam/hari, 7 hari seminggu)
a. Sudah b. Belum.

Geoportal (website untuk mencari dan mendapatkan data
geospasial secara online) sudah beroperasi terus menerus (24
jam/hari, 7 hari seminggu)

a.Sudah b. Belum.

Memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan, dan
pelayanan melalui, Infrastruktur Informasi Geospasial
a. Sudah b. Belum.

B. Aspek Data Geospasial

1.

Memiliki peta rupabumi dan/atau peta dasar daerah dalam
format SIG
a. Sudah b. Belum.
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10.

Memiliki peta RTRW dan/atau RDTR dalam format SIG
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta batas administrasi dalam format SIG
a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta citra satelit resolusi menengah atau resolusi
tinggi atau resolusi sangat tinggi

a. Sudah b. Belum.

Memiliki peta tematik sesuai dengan tupoksi
Kementerian/Lembaga

a. Sudah b. Belum.

Sistem katalog (daftar data geospasial) sudah digunakan dalam
pengelolaan peta dan data/informasi geospasial
a.Sudah b. Belum.

Memiliki sistem katalog secara online yang bisa diakses
masyarakat
a.Sudah b. Belum.

Metadata disimpan bersama basisdata geospasial dijital yang
dikelola
a.Sudah b. Belum.

Metadata digunakan untuk menyusun katalog
a.Sudah b. Belum.

Data/informasi geospasial yang tersedia dapat diakses dan
diunduh oleh pengguna (masyarakat luas atau komunitas atau
instansi lain) melalui geoportal/website

a.Sudah b. Belum.
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1.3. Penilaian Evaluasi Diri

Evaluasi diri memuat daftar pertanyaan yang merupakan
komponen-komponen utama yang seharusnya ada dalam proses
pembangunan dan penyelenggaraan I[IG di daerah. Metode
penilaian evaluasi diri dibuat sederhana, yaitu apabila jawabannya
“Belum” bernilai Nol, jawaban “Sudah” bernilai Satu.

Penjumlahan jawaban “Sudah” untuk setiap aspek akan
menghasilkan nilai aspek tersebut. Penjumlahan nilai semua aspek
akan menghasilkan Indeks Kesiapan Pembangunan Simpul Jaringan.
Nilai evaluasi diri diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai = 2 x (jumlah skor Bagian | + jumlah skor Bagian Il)

Nilai maksimal yang dapat diperoleh adalah 100, yaitu apabila
semua pertanyaan memiliki jawaban “Sudah”.

Berdasarkan hasil uji coba formulir evaluasi diri versi awal yang ada
di buku Panduan Pembangunan Simpul Jaringan (Darmawan, dkk.,
2014) yang tersedia di (Sutanta, dkk., 2014; Hayuningsih, dkk.,
2014), nilai yang diperoleh oleh sebagian Pemerintah Daerah di
Indonesia masih relatif rendah. Formulir evaluasi diri yang ada di
buku Petunjuk Teknis ini telah dimodifikasi, dengan pertanyaan
vang lebih lengkap. Untuk memudahkan pengelompokkan
pencapaian kesiapan dan selanjutnya perumusan kebijakan di
tingkat nasional, maka dibuat klasifikasi pengelompokan sebagai
berikut:

Kelas A, nilai evaluasi diri: 75 — 100
Kelas B, nilai evaluasi diri: 50 — 74
Kelas C, nilai evaluasi diri: 25 — 49
Kelas D, nilai evaluasi diri: 0—24

Secara umum, semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin tinggi
kesiapan daerah tersebut dalam mengimplementasikan [IG. Namun
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demikian, untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah atau
Kementerian/Lembaga, perlu dilihat aspek yang masih kurang.
Respon terhadap kekurangan yang ada di satu bagian akan berbeda
dengan respon terhadap bagian lain. Sebagai contoh, jika terdapat
kekurangan pada DG, penanganannya relatif lebih mudah yaitu
mengadakan/membeli DG yang kurang tersebut. Jika kekurangan
yvang ada adalah pada peraturan daerah, proses penyelesaiannya
membutuhkan waktu yang lebih lama, karena harus melewati
proses penyusunan Peraturan Daerah dan memerlukan persetujuan
anggota DPRD.

Pada beberapa tempat dimungkinkan didapatkan nilai evaluasi diri
yang relatif besar, tetapi beberapa komponen utama (peraturan,
unit pelaksana Simpul Jaringan, SDM, server, dan data utama)
belum tersedia. Dalam hal ini, maka komponen utama tersebut
harus segera dipenuhi. Sangat dianjurkan untuk melengkapi
komponen utama tadi dalam tahun pertama pembangunan Simpul
Jaringan.

Sebagai panduan, lama waktu pembangunan Simpul Jaringan
berdasarkan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Lama waktu pembangunan

e maksimal (bulan)
A 09
B 12
C 18
D 24
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BAB Il
Pembangunan Simpul Jaringan

Berdasarkan Peraturan Presiden Rl Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Simpul Jaringan adalah
institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan,
pengumpulan, pemeliharaan, pemuktahiran, pertukaran dan
penyebarluasan DG dan IG tertentu. Bagian ini membahas tahap-
tahap yang perlu dikerjakan dalam pembangunan Simpul Jaringan,
meliputi: penyusunan peraturan dan kebijakan, pengembangan
kelembagaan, penyiapan dan pengembangan SDM, penerapan
teknologi dan standar, serta penyiapan dan pengelolaan DG dan IG.

[11.1. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan

Peraturan yang dimaksud di sini merupakan aturan tertulis yang

memiliki  kekuatan hukum mengikat untuk pelaksanaan

pembangunan dan pengelolaan Simpul Jaringan. Peraturan

merupakan implementasi kebijakan dalam bentuk tertulis. Tata

kelola Simpul Jaringan seharusnya didasarkan pada peraturan
tertulis  untuk  menjamin

kepastian hukum dan
& Berapa lama proses keberlanjutan penge-
penyusunan peraturan lolaannya.
daerah?
Pengalaman  Pusdalisbang Pada Pemerintah Daerah,
Provinsi Jawa Barat terdapat dua jenis peraturan
menunjukkan bahwa Perda yang dapat digunakan sebagai
dapat disahkan dalam waktu dasar pembangunan dan
satu tahun. Namun demikian, pengelolaan Simpul Jaringan,
akan terdapat variasi antar yaitu peraturan kepala daerah
daerah. dan peraturan daerah (Perda).
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Peraturan kepala daerah meliputi Peraturan Bupati atau Peraturan
Walikota atau Peraturan Gubernur. Pembuatan Peraturan Daerah
memerlukan keterlibatan dan persetujuan dari anggota DPRD,
sehingga prosesnya lebih kompleks dan lama. Oleh karena itu, jika
diperkirakan pembuatan Perda tidak dapat dilaksanakan dalam
waktu yang cepat (lebih kurang satu tahun), maka sangat
disarankan dibuat dulu peraturan kepala daerah sebagai payung
hukum pembangunan Simpul Jaringan.

Pada Kementerian/Lembaga, diperlukan payung hukum vyang
berupa Peraturan Menteri/Kepala Badan atau Surat Keputusan
Menteri/Kepala Badan. Proses pembuatannya relatif cepat karena
tidak ada keterlibatan pihak luar. Seperti halnya dengan konteks
pembuatan peraturan kepala daerah, dibutuhkan kemampuan unit
pengelola atau staf teknis untuk meyakinkan pimpinan lembaga
akan arti penting dan manfaat pembangunan Simpul Jaringan.

Peraturan kepala daerah atau peraturan daerah tentang Simpul

Jaringan setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan SKPD yang mendapat tugas sebagai unit pelaksana
Simpul Jaringan;

2. Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penggunaan DG dan/atau IG;

3. Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk
melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan
penyebarluasan DG dan IG;

4. Struktur organisasi dan tata laksana Simpul Jaringan;

5. Sekretariat Simpul Jaringan;

6. Pengaturan koordinasi antar SKPD yang terlibat dalam Simpul
Jaringan;

7. Mekanisme pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan
diseminasi DG dan IG;

8. Mekanisme penyimpanan dan pengamanan DG dan/atau IG;

9. Penyediaan staf pengelola dengan latar belakang pendidikan
dan pengalaman yang sesuai, pengembangan kapasitasnya
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10.

11.

12.

serta mekanisme penggantian staf yang tetap menjaga
kapasitas unit pengelola Simpul Jaringan;

Skema penganggaran untuk penyediaan perangkat keras dan
lunak, pengadaan data, penyediaan koneksi internet, dan
pemeliharaan sistem;

Mekanisme diseminasi dan penyediaan DG dan/atau IG kepada
SKPD dan Kementerian/Lembaga;

Mekanisme diseminasi dan penyediaan data yang bersifat
publik kepada masyarakat dan dunia usaha;

Komponen-komponen yang perlu dimasukkan dalam peraturan di
Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

1.

10.

11.

Penetapan unit kerja yang mendapat tugas sebagai unit
pelaksana Simpul Jaringan;

Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk
melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penggunaan DG dan IG;

Penetapan unit kerja yang mendapat tugas untuk
melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan
penyebarluasan DG dan IG;

Struktur organisasi dan tata laksana Simpul Jaringan;
Sekretariat Simpul Jaringan;

Pengaturan koordinasi antar unit kerja dalam
Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Simpul Jaringan;
Mekanisme  pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan
diseminasi DG dan IG;

Mekanisme penyimpanan dan pengamanan DG dan/atau IG;
Penyediaan staf pengelola dengan latar belakang pendidikan
dan pengalaman yang sesuai, pengembangan kapasitasnya
serta mekanisme penggantian staf yang tetap menjaga
kapasitas unit pengelola Simpul Jaringan;

Skema penganggaran untuk penyediaan perangkat keras dan
lunak, pengadaan data, penyediaan koneksi internet, dan
pemeliharaan sistem;

Mekanisme diseminasi dan penyediaan DG dan/atau IG kepada
Kementerian/Lembaga lain atau pemerintah daerah;

47



12. Mekanisme diseminasi dan penyediaan data yang bersifat
publik kepada masyarakat dan dunia usaha;

ll.2. Pengembangan Kelembagaan
Struktur kelembagaan yang dibentuk pada Kementerian/Lembaga,
provinsi dan kabupaten/kota mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 27 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa institusi yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan,
pemeliharaan, penyimpanan, penggunaan, pengelolaan,
pemuktahiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu
adalah Simpul Jaringan. Simpul Jaringan bertugas
menyelenggarakan  IG  berdasarkan  tugas, fungsi, dan
kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan, pimpinan
Simpul Jaringan menetapkan:
a. Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (Unit Produksi); dan
b. Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan
penyebarluasan DG dan IG (Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan).

Dalam hal Simpul Jaringan di Pemerintah Daerah, unit kerja yang
dimaksud adalah satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan
oleh pimpinan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung pembangunan, pengelolaan dan pengembangan
Simpul Jaringan, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat
membentuk Komite Pengarah yang beranggotakan pengambil
keputusan di internal lembaga, pelaksana teknis dan pakar di bidang
IIG. Komite Pengarah bertugas memberi arahan rencana
pelaksanaan dan pengembangan Simpul Jaringan. Komite Pengarah
melaksanakan pertemuan minimal satu kali setiap tahun untuk
melaksanakan tugasnya.
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&5 Untuk operasionalisasi Simpul Jaringan, apakah harus
membentuk unit baru/UPTD atau melekatkan fungsinya pada
Unit Kerja yang sudah ada?

Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing:

Membentuk unit baru/UPTD

Kelebihan :

= Pelaksanaan kegiatan Simpul Jaringan dapat lebih fokus
= Tim baru memiliki semangat baru

Kekurangan :

= Membutuhkan dana operasional yang lebih besar

= Biasanya perlu membangun gedung baru

=  SDM yang dibutuhkan lebih banyak

Melekatkan fungsi Simpul Jaringan pada unit kerja yang sudah ada
Kelebihan :

= Biaya operasional lebih rendah

= Dapat memanfaatkan secara bersama fasilitas unit kerja

= Pengelolaan Simpul Jaringan dapat langsung dimulai
Kekurangan :

= SDM yang mengelola terganggu dengan tugas yang lain

= Pengelolaan Simpul Jaringan tidak fokus

Pada umumnya, fungsi Simpul Jaringan di daerah dapat
dilaksanakan oleh Bappeda. Sedangkan di Kementerian/Lembaga
fungsi Simpul Jaringan dapat dilaksanakan oleh Pusdata/Pusdatin.

Dalam menjalankan kegiatan Simpul Jaringan, Unit Pelaksana

Simpul Jaringan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi DG dan IG di lingkup SKPD atau unit
kerja yang terkait;

2. Membuat dan mengelola metadata di lingkup SKPD atau unit
kerja yang terkait;
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3. Melakukan pemasukan metadata ke format metadata DG
nasional;

4. Mengolah dan mengelola DG dan IG teknis spasial di lingkup
SKPD yang bersangkutan dan mengoordinasikan dengan Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan daerah.

Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan adalah unit
kerja pada simpul jaringan
yang ditunjuk sebagai

Provinsi Jawa Barat, merupakan
penerima nominasi Bhumandala
Award untuk kategori Simpul

pelaksana penyimpanan,

pengamanan dan Jaringan di  level Provinsi,
penyebarluasan DG dan IG. memilih  membentuk UPTD di
Dalam melaksanakan bawah BAPPEDA untuk
tugasnya, unit mengelola data geospasial dan

penyebarluasan: nonspasial.

a. melakukan
penyebarluasan IG yang
diselenggarakannya
melalui  JIGN  sesuai

Pusat  Data dan  Analisis
Pembangunan  (Pusdalisbang)
berhasil mewujudkan program
Satu Data Pembangunan untuk

dengan prosedur ‘
operasional standar dan seluruh kegiatan perencanaan,
pedoman teknis pemantauan dan evaluasi

pembangunan. Program Satu
Data Pembangunan berlaku
untuk data spasial maupun data

penyebarluasan IG;

b. membangun,
memelihara,dan
menjamin
keberlangsungan sistem akses |G yang diselenggarakannya; dan

c. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasan DG dan |G beserta
metadatanya.

Untuk mendorong ketersediaan DG dan |G yang dapat diakses dan
berkualitas, perlu untuk menetapkan kebijakan yang tepat baik
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secara nasional, maupun di tingkat propinsi, kabupaten dan kota

melalui mekanisme:

=  Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) - IG

= Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) — 1G

=  Rapat Koordinasi Infrastruktur IG

= Pertemuan/diskusi dalam FGD (Focus Group Discussion), dalam
rangka sosialisasi, koordinasi maupun bimbingan teknis.

l1.3. Pengelolaan dan Pengembangan SDM

SDM memainkan peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan

terciptanya simpul jaringan. Untuk itu, pengetahuan yang perlu

dimiliki oleh SDM pengelola Simpul Jaringan meliputi:

1. Pengetahuan tentang DG dan IG, misalnya tentang survei dan
pemetaan, sistem referensi geospasial, dan pengindraan jauh.

2. Pengetahuan tentang pengolahan dan pengelolaan DG dan IG
berupa sistem basisdata, sistem informasi geografis, kartografi
digital.

3. Pengetahuan tentang IDS/IIG: berupa konsep dan prinsip IIG,
metadata, interoperabilitas, standar DG, data utama
(fundamental dataset), integrasi data.

4. Pengetahuan tentang jaringan internet dan teknologi informasi:
berupa komputer dan pemrograman, jaringan (WAN dan LAN),
Internet GIS.

Pada kondisi ideal, setiap Simpul Jaringan harus memiliki staf
dengan latar belakang pendidikan yang relevan (geospasial) atau
yang pernah mengikuti kursus pengelolaan DG dan IG serta staf
yang memiliki latar belakang bidang informatika. Untuk pembinaan
karir, staf pengelola Simpul Jaringan diarahkan untuk mengikuti
jalur jabatan fungsional yang relevan, yaitu: bidang survei dan
pemetaan, bidang pranata komputer, dan bidang perencana.
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Kalau Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga belum
memiliki SDM yang sesuai, maka perlu diusulkan untuk segera
perekrutannya. Namun demikian, salah satu kesulitan dalam
penyediaan SDM di Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga
adalah proses yang lama dalam melakukan penerimaan pegawai
baru dengan kualifikasi yang sesuai untuk pembangunan Simpul
Jaringan.

&5 Berapa jumlah minimal SDM untuk mengelola Simpul
Jaringan?

Untuk mengelola Simpul Jaringan dibutuhkan personil

sebagai berikut:

1. Kepala

2. Minimal satu orang staf yang bertanggung jawab dalam
pengumpulan, pengolahan serta pengelolaan DG dan IG

3. Minimal satu orang staf yang bertanggung jawab dalam
Penyebarluasan DG dan IG

4. Minimal satu orang staf yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan Infrastruktur IT

Jika beban pekerjaan sudah melebihi kapasitasnya, jumlah
staf dapat ditambah. Staf pada nomor 2, 3 dan 4 harus
bekerja secara penuh dan fokus, dengan penugasan yang lain
yang seminimal mungkin. Staf pada nomor 2 dan 3 memiliki
latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman dalam
bidang geospasial. Staf pada nomor 4 memiliki latar belakang
pendidikan dan/atau pengalaman dalam bidang komputer
dan jaringan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, penggunaan tenaga dari pihak
ketiga dapat dilakukan. Pihak ketiga dapat dikontrak untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan pengelolaan Simpul Jaringan.
Persyaratan kualifikasi yang ketat perlu diterapkan. Pada saat SKKNI
Bidang Informasi Geospasial berlaku sepenuhnya dan lembaga
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sertifikasi telah terbentuk, maka perusahaan penyedia jasa dan
personil yang terlibat harus memiliki sertifikasi kompetensi yang
sesuai. Sistem sertifikasi Bidang Informasi Geospasial mengacu pada
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam SKKNI Bidang Informasi Geospasial, kompetensi kerja dibagi
menjadi 6 sub bidang, yaitu: sub bidang pengukuran; sub bidang
hidrografi; sub bidang fotogrametri; sub bidang pengindraan jauh;

Tingkat keahlian SDM yang dibutuhkan dapat
dikelompokkan menjadi 3 level: operator, teknisi
dan ahli.

Operator bertanggung jawab pada operasional
perangkat keras dan lunak untuk proses produksi
dan penyebarluasan DG dan IG melalui llG.

Teknisi  diperlukan untuk memastikan bahwa
spesifikasi teknis, standar, dan teknologi pendukung
berbagi pakai (misalnya standar, piranti lunak
diseminasi peta, piranti lunak penyimpanan
metadata, konektivitas internet) berjalan efektif
pada simpul jaringan.

Ahli diperlukan untuk melakuan proses perencanaan
dan pengembangan aktivitas berbagi pakai
memanfaatkan IIG.

sub bidang sistem informasi geografis; dan sub bidang kartografi.
Pihak ketiga yang melaksanakan sebagian pekerjaan pengelolaan
Simpul Jaringan harus mendapat dukungan yang baik, sekaligus
supervisi yang ketat. Beberapa jenis DG dan IG yang dikelola Simpul
Jaringan memiliki aspek kerahasiaan yang tinggi. Oleh karena itu,
pengaturan sistem akses harus dibuat dan diterapkan dengan baik.
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Pengetahuan dan ketrampilan

pengelolaan Simpul Jaringan selalu  kyalifikasi pendidikan

berkembang, sehingga staf pengelolaan yang dibutuhkan untuk
Simpul Jaringan juga harus selalu pengelolaan SJ

ditingkatkan ~ kemampuannya.  Staf  djantaranya adalah:
Simpul Jaringan perlu mengikuti kursus Geomatika, Geodesi,
atau pelatihan secara rutin. Penyedia Geografi, Sistem
pelatihan misalnya adalah Balai Diklat Informasi, llmu

BIG, Pusat Pengembangan Infrastruktur Komputer, dan

Data  Spasial  (PPIDS), beberapa Teknologi Informasi
universitas, atau lembaga kursus

swasta. PPIDS yang berada di beberapa

perguruan tinggi dapat berperan

sebagai tempat konsultasi dan pembinaan pembangunan Simpul
Jaringan.

Disamping pengembangan kemampuan, ketersediaan staf Simpul
Jaringan secara berlanjut perlu mendapat perhatian yang serius.
Adalah wajar jika terjadi mutasi atau promosi staf pengelola Simpul
Jaringan. Supaya kemampuan pengelolaan Simpul Jaringan tetap

L5 Bagaimana peran pimpinan dalam
pembangunan Simpul Jaringan?

Pengalaman Pusdata Kementerian PU menunjukkan
bahwa pimpinan unit kerja yang memiliki
pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni di
bidangnya, memiliki visi yang jauh ke depan serta
memiliki komitmen yang kuat, sangat berperan dalam
mempercepat pembangunan Simpul Jaringan atau
memberi fondasi bagi pembangunan Simpul Jaringan
di Pusdata Kementerian PU

terjaga dengan baik, sebelum dilaksanakan mutasi atau promosi,
terlebih dulu harus tersedia pengganti yang memiliki kualifikasi
minimal sama.
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I11.4. Penerapan Teknologi dan Standar

Teknologi yang dibutuhkan dalam pembangunan IDS dan khusunya

Simpul Jaringan adalah:

1. Perangkat keras dan piranti lunak yang dibutuhkan unit
produksi;

2. Perangkat keras dan piranti lunak yang dibutuhkan Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Sedangkan standar yang dibutuhkan adalah standar yang dapat
memfasilitasi tujuan berbagi pakai dan penggunaan data secara
bersama melalui 1IG yang terbentuk. Penerapan standar
internasional ditujukan untuk mendukung kegiatan pengumpulan
dan penggunaan DG dan IG oleh Unit Produksi serta pengelolaan

& Bagaimana kalau komputer yang tersedia
dipakai untuk pekerjaan yang lain?

Pada kondisi ideal, hal tersebut sebaiknya tidak
dilakukan. Namun apabila terdapat keterbatasan,
maka seyogyanya penggunaan lain diperbolehkan
secara terbatas.

dan penyebarluasan DG dan IG oleh Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan. Manfaatnya adalah kegiatan tadi dapat
terselenggara secara konsisten dan saling terhubung sehingga dapat
dibagi pakai dan diakses oleh multi-pihak yang terhubung dalam 1IG
pada tingkat lokal dan nasional.

Penerapan teknologi dan standar secara prinsip perlu dilakukan

untuk mewujudkan tata kelola berbagi pakai serta penggunaan DG
dan IG yang bersifat transparan dan interoperabel.
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1.4.1. Teknologi IDS pada Unit Produksi serta Unit Pengelolaan
dan Penyebarluasan
Perangkat keras yang harus tersedia pada Unit Produksi meliputi:

A. Komputer pengolah data

Komputer pengolah data yang dimaksud di sini adalah PC atau

Laptop vyang didedikasikan khusus untuk melakukan tugas

pengumpulan data, kompilasi data, penggabungan data, manipulasi

data (misalnya pengeditan atribut), proses kartografi dan penyiapan

data yang siap didistribusi serta untuk melakukan analisis spasial.

DG yang diproses pada umumnya adalah data vektor maupun raster

yang memiliki jumlah layer banyak ataupun resolusi spasial tinggi

dengan cakupan wilayah yang luas, maka dibutuhkan spesifikasi

komputer yang mampu mengelola data vektor dan raster berukuran

file besar. Persyaratan umum yang harus dipenuhi misalnya:

=  Memiliki prosesor berkecepatan tinggi (minimal berkecepatan 4
GHz multi core)

=  Memiliki memori berkapasitas besar (minimal memori adalah 4
GB, upgradeable)

= Memiliki harddisk minimal 500 GB.

=  Memiliki VGA 1 Gb dedicated

= Monitor minimum 19 inch

B. Server Penyimpanan Data

& Apakah server harus Server penyimpan data adalah
terletak di Unit Kerja Simpul komputer  khusus  yang
Jaringan? peruntukannya hanya untuk

menyimpan data geospasial
Tidak, server dapat dikelola | dan atribut yang dikelola dan

bersama, misalnya oleh diproduksi oleh Unit Produksi.
Dinas Kominfo, supaya lebih Data tersebut dapat berasal
efisien dan terjamin tingkat misalnya dari seksi-seksi atau
pelayanannya. bidang-bidang yang ada di

suatu SKPD atau direktorat
jendral. Server  penyimpan
data  difungsikan  sebagai
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sistem penyimpanan data terpusat pada suatu unit kerja

pemerintahan (unit produksi). Server penyimpan data dapat

dibangun manakala pada unit kerja tersebut tersedia jaringan

komputer lokal (yang biasanya sekaligus difungsikan sebagai

jaringan internet). Persyaratan umum teknologi pendukung

(perangkat keras dan lunak) yang harus dipenuhi adalah:

1. Tersedia jaringan komputer lokal atau LAN (Local Area
Networks)

2. Komputer server memiliki memori besar untuk mendukung

penyimpanan dan pemanggilan data (minimal 8 GB)

Processor berkecepatan minimal 4 GHz multi core

4. Komputer server memiliki kapasitas harddisk besar, minimal 4
TB

5. Sistem operasi untuk kelas server

w

C. Server Pemroses Data

Secara internal di Pemerintah Daerah atau
Kementerian/Lembaga, berbagi pakai dan pengiriman data
dapat dilakukan secara fisik atau melalui jaringan lokal atau
internet. Penyediaan server untuk memfasilitasi kegiatan ini
sangat penting. Dalam jangka panjang, pembangunan
jaringan  lokal, menggunakan  fiber  optic, yang
menghubungkan SKPD-SKPD, dapat menghemat
pengeluaran untuk berlangganan internet. Di samping itu,
kecepatan transfer data dapat dijamin. Model ini digunakan
oleh Kabupaten Bojonegoro dalam membangun Simpul
Jaringan, maupun untuk keperluan e-government yang lain.

Server pemrosesan data di sini hanya dapat dibangun atau diadakan
saat unit kerja dilengkapi dengan jaringan komputer lokal. Fungsi
dari komputer khusus ini adalah untuk menyediakan piranti lunak
berlisensi yang dapat diakses oleh komputer jamak (multi-
computers) dan klien jamak (multi-client) pada lingkungan jaringan
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komputer lokal berskala besar (enterprise). Contohnya adalah
server untuk menjalankan software ArcGIS Server dengan jumlah
lisensi yang dapat diakses pada saat bersamaan sebanyak 100 buah
lisensi. Untuk penggunaan software open source misalnya GeoNode
(aplikasi web) atau QGIS (aplikasi desktop), strategi penggunaan
server tunggal pemroses data juga dapat diaplikasikan.

&5 Catatan:
Pada prakteknya, server penyimpanan data dan pemroses data
disediakan oleh satu komputer server.

D. Ruang Studio GIS
Ruang studio berisi server dan unit komputer sebagai alat utama
serta alat pendukung (peripheral devices) seperti scanner dan
plotter. Ruang studio harus dilengkapi dengan jaringan internet
serta dilengkapi alat penunjang keamanan alat dan kenyamanan
beraktivitas pelaksana. Ruang studio GIS pada unit produksi
diperlukan agar pelaksana pengolahan dan produksi data geospasial
dapat melakukan aktivitas pemrosesan data secara terfokus dan
tidak tercampur dengan penugasan dan aktivitas lain. Persyaratan
umum sebuah ruang studio GIS adalah:

1. Merupakan ruangan yang memiliki luas yang cukup untuk diisi
unit komputer dan server serta memenuhi aspek keamanan
konstruksi dan perlistrikan.

2. Memiliki sistem pendingin suhu (AC) untuk menjaga komputer
dari kelembaban dan panas berlebih.

3. Merupakan ruang dengan jaringan komputer lokal dan jaringan
internet

4. Dilengkapi dengan perlengkapan rak dan almari untuk tempat
menaruh komputer dan server

5. Merupakan ruang dilengkapi alat perkantoran minimal (kursi
meja dan almari penyimpan data serta berkas)

6. Memiliki desain penempatan barang dan fungsi peralatan yang
memungkinkan pelaksana/teknisi bekerja secara nyaman dan
ergonomis.
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Piranti lunak yang harus tersedia pada unit produksi

a.

Sistem operasi

Sistem operasi yang digunakan menyesuaikan dengan platform
yang digunakan oleh institusi dan yang sudah tersedia.

Perangkat lunak SIG desktop baik dengan lisensi terbuka

maupun lisensi berbayar
Perangkat lunak SIG desktop
dengan lisensi berbayar
misalnya adalah ArcGIS atau
AutoCAD Map dan Maplinfo,
sedangkan perangkat lunak
SIG berlisensi open source
adalah QGIS atau uDIG.

Sistem manajemen basisdata

spasial
Sistem manajemen basisdata
spasial  diperlukan  untuk

menyimpan data geospasial
vektor maupun raster menjadi
data terstruktur dan siap
digunakan oleh software lain.
Sistem basisdata spasial dapat

& Apakah server lain
boleh digunakan untuk
Simpul Jaringan?

Penggunaan server lain
tidak direkomendasikan
karena berpotensi
menyebabkan penyediaan
akses yang cepat dan
memuaskan sulit untuk
dipenuhi. Server lain dapat
digunakan hanya untuk
sementara.

menggunakan piranti lunak berbayar misalnya Oracle dengan
ekstensi Spatial Cartridge atau yang bersifat open source
misalnya PostGIS yang dijalankan di atas PostgreSQL

Perangkat keras yang harus tersedia pada Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan meliputi semua perangkat keras yang terdapat
pada unit produksi yaitu: server penyimpanan data dan server
pemrosesan data geospasial yang sekaligus sebagai server distribusi

data geospasial.

Karena fokus utama Unit Pengelolaan dan

Penyebarluasan adalah sebagai mesin utama pendukung aplikasi
berbagi pakai dan pencarian data, maka spesifikasi teknis server
adalah sama dengan spesifikasi teknis server penyimpanan dan
pemrosesan data ditambah perangkat keras pendukung koneksi
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internet. Tambahan dan penguatan kapasitas memori dan
penyimpanan data sangat direkomendasikan untuk mendapatkan
kinerja server yang baik.

Perangkat lunak yang harus tersedia pada Unit Pengelolaan dan

Penyebarluasan sebaiknya semua piranti lunak pada unit produksi

ditambah dengan piranti lunak pengelola koneksi internet dan

katalog serta Web GIS. Secara lengkap yang harus ada pada server

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan untuk mendukung

aksesibilitas server IDS adalah:

= Piranti lunak pengelola layanan internet (internet services)
misalnya: Apache atau IIS;

=  Piranti lunak panel pengelolaan data website (control panel);

=  Piranti lunak basisdata pada server terutama yang mampu
menyimpan data vektor dan raster misalnya: Oracle Spatial dan
PostgeSQL PostGlIS;

=  Piranti lunak katalog data misalnya: GeoNetwork atau ArcGIS
services;

= Piranti lunak publikasi data yang terdiri atas piranti lunak
penyimpanan data (database server) dan penyajian data (map
server) misalnya: PostGIS sebagai server basisdata dan
Mapserver atau Geoserver untuk publikasi data; atau yang
dikemas sebagai paket OpenGeoSuite, GeoNode, atau ArcGIS
Services.

Skema piranti lunak dan standar yang dibutuhkan dalam Simpul
Jaringan disajikan dalam Gambar 5.

Setiap simpul jaringan yang terdiri atas Unit Produksi serta Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan dipersyaratkan = memiliki
kemampuan untuk mengelola data dan piranti lunak yang
dibutuhkan menggunakan standar yang ditetapkan. Pada dasarnya
piranti lunak dan standar yang digunakan untuk mendukung
kegatan penyimpanan, pembuatan dan pengeditan metadata,
penyiapan data siap akses. Piranti Lunak dan Standar yang disajikan
di Gambar 5 merupakan contoh standar dan piranti lunak yang
harus ada.
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PIRANTI LUNAK

Piranti lunak yang diperlukan

Kanvas penyajian peta dan data (mis. OpenLayers, Leaflet)
Pengelola layanan data (mis. GeoServer, ArcGIS Server)
Layanan server katalog/metadata (mis. CatMDEdit, GeoNetwok, ArcGIS Server)
Manajemen basisdata (PostGIS PostgreSQL, Oracle Spatial, ArcSDE)

Kompilasi dan Pemrosesan Data Geospasial (ArcGIS, Mapinfo, QGIS, GRASS)

STANDAR
Beberapa standar yang digunakan:
CSW (Katalog data geospasial)
1SO19115 (Metadata geospasial)
1SO19115-2 (Metadata geospasial raster)
Simple Feature Accees (Penyimpanan geometri)
GML (Encoding data geospasial format XML)
WMS (Tampilkan Peta sbg Image)
WFS (Layanan data vektor/geometri)
WCS(Layanan data raster)

SIMPUL
JARINGAN

UNIT
PENGELOLAAN &
PENYEBARLUASAN

Pembuatan/Edit
Metadata

Penyiapan data
siap akses

Data Geospasial

(Vektor dan Raster)

UNIT

\ PRODUKSI
Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyimpanan

Gambar 5. Kebutuhan piranti lunak dan standar dalam Unit Produksi serta
Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Simpul Jaringan.

61



Pada saat ini piranti lunak pendukung aktivitas berbagi pakai pada
IIG tersedia dalam bentuk piranti lunak open source dan lisensi
berbayar (proprietary). Adapun piranti lunak yang terpasang pada
Unit Produksi serta Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat dibagi
menjadi: piranti lunak desktop GIS, layanan basisdata (database
server), layanan aplikasi pemetaan online (application server),
geoportal.

Tabel 2. Ketersediaan piranti lunak untuk pengolahan,
penyimpanan dan penyebarluasan data geospasial

Open Source Proprietary
Desktop GIS QGIS, ArcGIS, Maplinfo
uDIG,
ILWIS
Server PostgreSQL eks | Oracle Spatial,
basisdata PostGIS IBM Informix
spasial Spatial Datablade,
ArcSDE
Server Geoserver, ArcGIS Services,
aplikasi/peta Mapserver MapGuide
Profesional,
MapExtreme
Katalog data GeoNetwork, ArcCatalog ArcGIS
GeoNode Services

Lisensi open source merupakan pilihan tepat bagi instansi
pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat untuk mendapatkan
piranti lunak yang legal dan handal di saat kebutuhan terhadap
penggunaan piranti lunak sangat mendesak dan/atau tidak tersedia
anggaran untuk membeli piranti lunak berbayar. Dukungan dan
panduan penggunaan yang bersifat terbuka tersedia di internet
untuk menunjang penggunaan open source. Hal ini merupakan
keunggulan piranti lunak open source dibanding piranti lunak
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berbayar. Namun demikian pilihan ini membawa konsekuensi
bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan perlu diusahakan
tersendiri karena tidak adanya dukungan purna jual, meski
komunitas pengguna yang luas juga menyediakan bantuan dan
contoh penerapan. Adapun penggunaan piranti lunak proprietary
menawarkan keunggulan layanan purna jual dan dukungan
(termasuk pelatihan) terstruktur, meskipun konsekuensi yang harus
diambil oleh simpul jaringan adalah tingginya ongkos pembelian
piranti lunak.

Ketersediaan jaringan internet dan langganan internet merupakan
keharusan bagi Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan. Jaringan
internet yang direkomendasikan adalah di atas 2 Mbps. Jaringan

&5 Apakah Simpul Jaringan yang dibangun dengan open
source dapat terhubung ke PSJ?

Pada prinsipnya, 1IG mengakomodasi konektivitas dan
interoperabilitas antar sistem, terlepas apakah Simpul
Jaringan tersebut dibangun dengan teknologi open source
atau bukan. Geoportal memiliki kemampuan untuk dapat
meregistrasi dan menghimpun semua Simpul Jaringan yang
memenuhi persyaratan teknis yaitu: memiliki server katalog
metadata dengan standar CSW, memiliki server penyimpan
dan penyebarluas DG dengan cara akses menggunakan WFS,
WCS maupun WMS atau spesifikasi lain yang didukung oleh
OGC (OpenGIS Consortium). Pada prinsipnya Simpul Jaringan
yang dibangun dengan teknologi open source dapat terhubung
dengan PSJ.

internet bagi unit kerja di simpul jaringan memegang peranan
penting, untuk itu server penyebarluasan data harus terkoneksi
dengan internet sehingga penyebarluasan DG dan |G dapat berjalan
dengan baik. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk
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memastikan bahwa server penyebarluasan data bekerja optimal

adalah:

= Tersedianya langganan internet pada institusi atau unit dimana
server penyebarluasan data tersebut dipasang;

=  Terdaftarnya IP dari server penyebarluasan data ke dalam DNS
(Domain Name System);

= Tersedianya IP Publik khusus bagi server penyebarluasan data.

&< Catatan

Penjelasan lebih lengkap tentang aspek teknologi dapat dilihat di
Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan: Aspek
Teknologi yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial tahun
2014.

11.4.2. Standar IDS pada Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan

Standar IDS yang diperlukan pada Unit Produksi serta Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan meliputi standar untuk
penyimpanan data dan metadata; standar untuk penyediaan sistem
akses dan standar untuk penyebarluasan data.

A. Standar untuk penyimpanan data dan metadata

1. Standar untuk menyimpan metadata (menerapkan ISO
19115 Metadata Geospatial dengan country profile)

2. Standar untuk menyimpan fitur geospasial sebagai fitur
sederhana untuk disimpan di piranti lunak pengelolaan
basisdata spasial (menggunakan 150:19152-2 Simple
Fetaure Access-SQL Option)

B. Standar untuk penyediaaan sistem akses:

1. Standar untuk penerapan sistem katalog pada geoportal
(menggunakan standar Web Catalog Service)
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C. Standar untuk penyebarluasan data (dan aktivitas berbagi
pakai):

1. Standar untuk memfasilitasi penyajian data dalam bentuk
peta dalam format gambar (menggunakan WMS)

2. Standar untuk memfasilitasi akses (unduh) data vektor
(menggunakan WFS)

3. Standar untuk menyajikan fitur geospasial sebagai teks
berformat XML untuk keperluan pengunduhan data
(menggunakan GML)

4. Standar untuk memfasilitasi akses (unduh) data raster
(menggunakan WCS).

& Bagaimana kalau jaringan internet di daerah
kami tidak mendukung?

Alternatif yang dapat ditempuh adalah menitipkan
data ke PSJ/BIG baik melalui teknologi cloud maupun
web services. Data dan layanan dapat juga disimpan
di tempat lain dengan prinsip ko-lokasi. Prinsip
utama yang harus dipegang adalah bahwa penyedia
layanan cloud secara fisik servernya harus terletak di
Indonesia

Sebagian besar standar tersebut telah dibakukan menjadi dokumen
SNI (Standar Nasional Indonesia), sebagian lainnya sedang dalam
proses adopsi menjadi SNI.

1.5. Penyiapan dan Pengelolaan Data

DG dan IG memegang peran pokok dalam suatu Jaringan Informasi
Geospasial Nasional (JIGN). Tanpa ada DG dan |G, maka tidak akan
ada DG dan IG yang akan dibagi pakai antar pemangku kepentingan
melalui suatu JIGN. Penyiapan, pengelolaan, kontrol kualitas dan
penjaminan mutu DG dengan dilengkapi metadata harus terlaksana
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dengan baik untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, terkini,
akuntabel, dan mudah dicari dalam lingkup JIGN pada tataran
jaringan |G Pusat maupun jaringan |G Daerah. Uraian berikut
menjelaskan secara singkat tentang penyiapan DG dan IG dalam
penyelenggaraan Simpul Jaringan dalam lingkup pengembangan
JIGN sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Rl No. 27 tahun 2014
tentang JIGN dan Undang-Undang Informasi Geospasial (UU IG) No.

4 tahun 2011.

l.5.1. Penyediaan dan
pengelolaan DG dan IG

Secara umum IG yang tersedia
pada penyelenggaraan JIGN
terdiri atas 1G Dasar (IGD) dan
IG Tematik (IGT) sebagaimana
diuraikan pada Pasal 4 sampai

&5 Apabila IGD sudah divalidasi
oleh BIG pada aspek
geometri/posisi dan atributnya,
langkah  selanjutnya  adalah
menyusun metadata (apabila
belum tersedia metadatanya).
Apabila data yang tervalidasi

dengan Pasal 21, UU No.4 dan sudah memiliki metadata
tahun 2011. .
memenuhi  persyaratan untuk
. . dipublikasikan, selanjutnya data
A. Informasi Geospasial -
o dapat disimpan dan
Dasar (IGD) terdiri atas . .
Peta D q Jari disebarluaskan melalui
Keat Iasa6r dan. ajr;(];g geoportal. Batasan dan hak
ontro eodes| (, _) penggunaan IGD dan IGT yang
y?ng secara prinsip disebarluaskan sepenuhnya
diselenggarakan oleh . .
Bad Inf . dirumuskan oleh penyedia data.
Ga an " BIGn orn:g.; IGD disebarluaskan ke
'eospa5|a ( ,)' ] masyarakat dalam format WMS.
dibuat dan diperbarui
oleh BIG. Hanya BIG yang
memiliki kewenangan dalam pembuatan dan melakukan
peruubahan IGD. IGD dapat diperoleh dari BIG dengan datang
secara langsung atau melalui  Geoportal Nasional

(http://tanahair.indonesia.go.id). IGD digunakan sebagai dasar
pembuatan IGT oleh Kementrian (K)/Lembaga (L) dan
Pemerintah Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
No. 64 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
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Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di BIG,
peta dasar berupa Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala
1:25.000 atau yang lebih kecil memiliki tarif Nol Rupiah .
Sedangkan Peta RBI skala 1:10.000 atau yang lebih besar
dikenakan tarif sesuai PP tersebut.

Dalam kondisi BIG belum menyediakan IGD untuk memenuhi
kebutuhan IGD wilayah vyang diperlukan, maka Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berinisiatif untuk mengadakan IGD
dengan ketentuan menggunakan standar dan spesifikasi yang telah
ditetapkan oleh BIG, serta melewati proses supervisi dan
persetujuan dari BIG. Tatacara dan pengumpulan DG mengacu pada
Peraturan Kepala BIG No. 2 tahun 2012, sedangkan dalam kegiatan
untuk keperluan pemutakhiran IGD digunakan Peraturan Kepala BIG
No. 14 tahun 2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
tentang pemutakhiran IGD.

Peta Dasar Daerah (Peta RBI) dengan tingkat kedetailan informasi
sesuai kebutuhan daerah dapat dibuat dengan kriteria skala
sebagaimana di atur dalam UU IG No. 4 tahun 2011 dan
memperhatikan kebutuhan di daerah terkait dengan adanya PP No.
8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Bagi
PEMDA kebutuhan IGD kawasan perkotaan berupa peta dasar
daerah yang memiliki ketelitian geometrik setara dengan ketelitian
peta skala 1: 5.000, sedangkan untuk kawasan perdesaan dapat
menggunakan skala yang lebih kecil.

Jika IGD untuk acuan dalam pembuatan IGT belum tersedia, untuk
sementara waktu dapat dipenuhi dengan menggunakan citra satelit
resolusi tinggi sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden No.
6 tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian
Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Pengindraan Juah
Resolusi Tinggi.
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Informasi Geospasial Tematik (IGT) merupakan IG vyang
memiliki tema-tema tertentu. IGT terdiri dari IGT Dasar dan IGT
Turunan. IGT dapat dibuat oleh instansi pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

a. |IGT Dasar

IGT Dasar yaitu IGT yang dibuat berdasarkan peta dasar
atau dibuat berdasar I1G yang diselengarakan oleh institusi
tertentu  dalam  memenuhi tugas, fungsi, dan
kewenangannya (tupoksi). Misalnya IG bidang-bidang
tanah sebagai IGT dasar yang diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan IGT di bidang
pertanahan. DG yang digunakan sebagai dasar pembuatan
IGT harus menggunakan sistem referensi geospasial yang
berlaku (SRGI 2013). IGT Dasar dapat pula digunakan
sebagai acuan dalam membuat IGT Turunan sesuai dengan
tema dasar dari IGT dasar tersebut.

b. IGT Turunan
IGT Turunan yaitu IGT yang dapat dibuat berdasarkan IGD
atau IGT Dasar, seperti pola ruang, struktur ruang, jaringan

25 1G apa saja yang harus disebarluaskan?

1. IG yang memiliki aspek domain publik, seperti RTRW dan
RDTR.

2. IG yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan
umum, seperti kawasan rawan bencana, fasilitas kesehatan,
dan fasilitas keamanan.

3. IG yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat, misalnya jaringan listrik, telekomunikasi, dan
saluran air limbah.

IG atau atribut IG yang terkait dengan informasi individu atau
hal yang dikecualikan tidak untuk disebarluaskan.
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jalan, dan obyek wisata. Pembuatan IGT harus mengacu
kepada IGD. Dalam proses pembuatan IGT, dilarang
melakukan hal-hal berikut: (1) mengubah posisi dan tingkat
ketelitian geometris bagian 1GD; dan/atau (2) membuat
skala IGT lebih besar daripada skala IGD/IGTD yang
diacunya. Posisi dan ketelitian geometrik IGD harus
dipertahankan, semua fitur dalam IGT Turunan harus
menyesuaikan dengan IGD yang digunakan sebagai acuan.
Pembesaran skala IGT Turunan dari skala IGD/IGTD acuan
akan menyebabkan ketelitian geometrinya menjadi tidak
sesuai. Otoritas pembuatan jenis IGT mengacu kepada
peraturan  perundang-undangan yang ada, vyang
diwujudkan dalam tupoksi Kementerian/Lembaga dan
SKPD. SKPD dapat membuat IGT sendiri-sendiri, mengacu
kepada IGD yang tersedia.

Secara prinsip, IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah
dan/atau Pemerintah daerah bersifat terbuka atau dapat
diakses, didistribusikan dan ditukargunakan (UU IG pasal
43 ayat 1). IGT tertentu dapat dikecualikan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah harus
memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengakses IGT yang
bersifat terbuka, dengan tetap memperhatikan aspek
keamanan, dan hak cipta DG dan IG. Penyelenggara IGT
harus menyampaikan informasi kualitas setiap IGT yang
diselenggarakannya dalam bentuk metadata (SNI-ISO
19115:2012 tentang Metadata c.q. Perka BIG No. 30 Tahun
2013).

I1.5.2. Tingkat kedetailan DG

Tingkat kedetailan DG tergantung pada kebutuhan |G pada aplikasi
tertentu sesuai tututan kebutuhan pada tataran pentingnya wilayah
tersebut. Lazimnya berbanding lurus dengan kerapatan jumlah
penduduk di wilayah yang dipetakan. Pada daerah yang memiliki
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kepadatan penduduk yang tinggi, DG yang dibutuhkan dalam
pembuatan IG memerlukan tingkat kedetailan yang tinggi yang
direperesentasikan dengan pembuatan peta dengan skala yang
besar. Sebagai contoh untuk pemenuhan kebutuhan IG di perkotaan
yang memiliki kerapatan penduduk tinggi, skala peta yang dibuat
akan lebih besar dibandingkan dengan skala peta untuk pemenuhan
kebutuhan IG di wilayah perdesaan.

Pemenuhan tingkat kedetailan DG sangat tergantung kebutuhan
institusi K/L atau Pemda serta karena pemenuhan peraturan dalam
penyelenggaraan dan penyediaan 1G. Sebagai contoh untuk
Pemerintah Daerah dalam pembuatan IGT untuk Tata Ruang
berlandaskan pada Tingkat Ketelitian Peta untuk Tata Ruang (PP.No.
8 tahun 2013), sehingga dibutuhkan IGD dengan skala serendah-
rendahnya sama dengan IGT yang akan dibuat.

[1.5.3. Kontrol kualitas dan penjaminan mutu DG

Kualitas adalah totalitas karakteristik sebuah produk yang
menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang
tertulis atau kebutuhan yang implisit (ISO 19131). Kontrol kualitas
adalah prosedur yang digunakan untuk menjamin tingkat kualitas
dan standar yang dikehendaki dapat dipenuhi. Sedangkan
penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan
standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-
pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kepuasan atas
produk yang dihasilkan atau digunakan.

Acuan untuk melakukan kontrol kualitas dan penjaminan mutu DG
dan 1G dilandasi penggunaan standar tentang Spesifikasi Produk
Data (SPD). SPD mengatur tentang bagaimana DG dan IG
seharusnya dibuat dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratan
tersebut merupakan dasar untuk memperkenalkan DG dan IG
kepada banyak pengguna dan merupakan alat untuk mengevaluasi
apakah produk DG dan IG tersebut cocok untuk memenuhi
kebutuhan pengguna. Jika DG dan IG sudah selesai diproduksi,
selanjutnya SPD digunakan untuk melakukan kontrol kualitas dan
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penjaminan mutu DG dan IG dengan mendokumentasikannya
dalam metadatanya.

Informasi yang terdapat pada SPD berbeda dengan informasi yang
terdapat pada metadata. Metadata mendeskripsikan bagaimana
dataset itu sesungguhnya, sedangkan SPD mendeskripsikan
bagaimana dataset itu seharusnya

Spesifikasi Produk Data
(SPD)

menentukan
A 4

Produk Data
Geospasial

Diimplementasikan
sebagai

A 4

Data
Geospasial

Dijelaskan oleh

v
[ Metadata ]

Gambar 6. Hubungan antara SPD, DG/IG dan metadata
(1SO 19131)

Cakupan informasi SPD yang dibutuhkan dalam membuat DG dan IG
terdiri atas:

1. informasiidentifikasi,

2. informasiisi dan struktur data,

3. informasi sistem referensi,

4. informasi kualitas,

71



informasi perolehan,
informasi pemeliharaan,
informasi penggambaran,
informasi pengiriman, dan
informasi tambahan.

W NWn

Informasi detail dari SPD ini diuraikan pada standar 1SO 19131
tentang Spesifikasi Produk Data yang saat ini masih dalam tahapan
untuk diadopsi menjadi SNI.

Kualitas DG dan IG tergantung pada skala, akurasi, cakupan data,
dan kualitas data lain yang ikut digunakan. Secara umum DG harus
mencakup tiga unsur, yaitu: ruang (lokasi), waktu dan tema. Ketiga
unsur DG tersebut merupakan hal yang harus dipertimbangkan
dalam pengadaan DG/IG dan diukur kualitasnya. Parameter yang
lazim digunakan untuk mengukur kualitas DG dan IG tersebut
mencakup akurasi, presisi, konsistensi dan kelengkapan (Caprioli,
dkk., 2003), berikut penjelasannya :

1. Akurasi

Akurasi adalah sejauh mana informasi pada peta atau basisdata DG
dan 1G memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai aktual (benar) dan
dapat diterima. Di dalam basisdata DG dan IG keakuratan data yang
harus dipertimbangkan adalah akurasi posisi geografis (horizontal
dan vertical), akurasi atribut, konseptual, dan akurasi logis. Tingkat
akurasi yang diperlukan untuk aplikasi tertentu sangat bervariasi,
sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Akurasi merupakan
ukuran yang relatif.

Untuk menilai kesesuaian penggunaan (fitness-for-use), dalam
menilai DG harus sesuai dengan spesifikasi, dan
mempertimbangkan keterbatasan spesifikasi itu sendiri.

a. Akurasi spasial. Akurasi spasial adalah akurasi dari
komponen spasial (ruang) suatu basisdata DG. Ukuran yang
digunakan tergantung pada dimensi entitas yang sedang
diukur akurasinya. Untuk fitur “titik”, akurasi didefinisikan
sebagai jarak antara lokasi yang dikodekan dan lokasi
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sebenarnya. Akurasi untuk fitur “garis” dan “area”, lebih
kompleks dibanding fitur “titik”. Hal ini karena kesalahan
yang terkandung merupakan campuran dari berbagai
kesalahan posisi “titik’ sebagai pembentuk “garis” atau
“area”.

Akurasi Temporal. Akurasi temporal (waktu) adalah
kesesuaian antara pengkodean dan aktual koordinat
temporal suatu entitas. Koordinat temporal sering hanya
tersirat dalam DG, misalnya, stempel waktu untuk
menunjukkan bahwa entitas itu berlaku pada waktu
tersebut. Akurasi temporal tidak sama dengan kekinian
(up-to-date-ness). Penilaian keaktualan didasarkan pada
seberapa baik spesifikasi basisdata memenuhi kebutuhan
aplikasi tertentu. Akurasi temporal dibutuhkan jika
kumpulan DG dan IG memiliki dimensi temporal dan
dengan demikian hasil tipe informasi DG berbentuk: x, y, z,
dant.

Akurasi Tematik. Tematik (tema) dari DG yang dihasilkan
dari pengumpulan dan penetapan sifat DG untuk disimpan
sebagai obyek dapat mengandung kesalahan. Akurasi
tematik adalah akurasi nilai atribut yang dikodekan dalam
basisdata DG. Ukuran yang digunakan tergantung pada
skala pengukuran data. Data kuantitatif (misalnya, tema
curah hujan) dapat diperlakukan seperti koordinat z
(ketinggian) dan dinilai dengan menggunakan metrik
seperti yang digunakan untuk kesalahan vertikal (misalnya:
RMSE). Data kualitatif (misalnya, tema penggunaan
lahan/tutupan lahan) biasanya dinilai menggunakan
tabulasi silang kelas yang dikodekan dan kelas aktualnya
pada lokasi sampel. Hasilnya berupa matriks kesalahan
klasifikasi.
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2. Resolusi

Resolusi mengacu pada jumlah detail yang dapat dilihat dalam
ruang, waktu atau tema. Resolusi selalu terbatas karena tidak ada
sistem pengukuran yang paling tepat dan basisdata DG lazimnya
dibuat umum untuk mengurangi adanya keruwetan data. Resolusi
terkait dengan akurasi, karena tingkat resolusi mempengaruhi
spesifikasi akurasi basisdata yang dinilai. Dua basisdata DG yang
secara keseluruhan memiliki tingkat akurasi sama, tetapi berbeda
tingkat resolusinya maka kualitasnya tidak sama.

3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada tidak adanya kontradiksi dan merupakan
ukuran validitas internal basisdata DG. Konsistensi geospasial
meliputi konsistensi topologi atau kesesuaian dengan aturan
topologi. Konsistensi temporal berkaitan dengan topologi temporal,
misalnya, adanya pembatasan bahwa hanya satu peristiwa yang
dapat terjadi pada lokasi tertentu pada waktu tertentu. Konsistensi
tematik mengacu pada sedikitnya kontradiksi dalam atribut tematik.

4. Kelengkapan

Kelengkapan DG mengacu pada adanya kesalahan karena omission
DG dalam basisdata. Cara menguji kelengkapan DG dinilai dengan
kesesuaian dari spesifikasi basisdata yang didefinisikan pada tataran
generalisasi dan abstraksi DG yang diinginkan (pengabaian selektif).

Ada dua jenis kelengkapan data, yaitu: (a) “kelengkapan DG” yang
merupakan kesalahan yang dapat diukur dari omisi antara basisdata
dan spesifikasinya, (b) “data lengkap” dari suatu basisdata DG jika
basisdata berisi semua objek yang dijelaskan dalam spesifikasi. Dua
ukuran kelengkapan DG lazimnya ditentukan dari besaran omission
dan commission, sudah cukup untuk menggambarkan seberapa baik
suatu DG dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

[1.5.4. Metadata
Metadata adalah data tentang data yang berisi informasi tentang
karakteristik data, seperti judul, isi, cakupan wilayah, informasi
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pembuat, sistem referensi, tahun pembuatan, sumber data, dan
kualitasnya. Metadata diperlukan untuk memudahkan penemuan,
pengaksesan, penggunaan, pemaduan dan pengelolaan DG.
Metadata sangat dibutuhkan dalam suatu Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan. Metadata dibuat untuk satu jenis data, bukan pada
setiap fitur dalam kumpulan

data. Metode penyajian

metadata sesuai standar SNI & Apakah harus membuat
metadata menggunakan format metadata baru untuk
xml yang dapat diakses di data/peta lama?

internet. Metadata dibuat oleh Ya, apabila belum tersedia
pembuat DG, karena pembuat metadata dari data/peta
DG adalah pihak yang paling lama tersebut dan apabila
memahami karakteristik data metadata yang lama perlu
tersebut. Namun jika DG yang diperbarui isi informasinya.

tersedia belum memiliki
metadata, pemilik data atau
walidata wajib untuk
menyusun metadatanya.

[11.5.4.1. Metadata Data Geospasial Indonesia

Metadata DG di Indonesia dibangun dengan merujuk pada standar
ISO 19115 sesuai dengan Perka BIG nomor 30/2013, dengan
susunan informasi tentang DG secara berjenjang berdasarkan
elemen penyusunnya. Setiap elemen informasi memiliki beberapa
sub elemen yang lebih detail, dan setiap sub-elemen memiliki
beberapa sub elemen atau hierarki informasi di bawahnya

Metadata yang merujuk pada ISO 19115 untuk data geospasial di
Indonesia, berdasarkan analisis keperluan pengguna, memiliki 10
elemen informasi (a - j), sebagai diuraikan sebagai berikut :

a. Informasi Pengenal Metadata (Metadata entity set)
Elemen pengenal metadata merupakan elemen yang memberi
informasi mengenai metadata-nya sendiri. Informasi ini sangat
penting sebagai pengenal metadata sebagai suatu informasi
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vang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Sub-elemen

informasi yang disampaikan dalam metadata geospasial adalah:

1. Pengenal file metadata;

2. Kontak penyusun metadata data geospasial;

3. Tanggal pembuatan metadata;

4. Penyebutan standar metadata data geospasial dan
versinya.

Identifikasi Data Geospasial (Identification Information)

Elemen Identifikasi data geospasial merupakan informasi

identitas DG yang dimaksud dalam metadata. Elemen ini

memiliki sub elemen informasi sebagai berikut:

1. Informasi umum mengenai identifikasi data geospasial
(general);

2. Kata kunci (Keyword Information);

Resolusi Data Geospasial (Resolution);

4. Penggunan Informasi (Usage Information).

w

Pembatasan (Constraint Information)

Elemen pembatasan memuat informasi pembatasan
penggunaan data geospasial untuk suatu aplikasi tertentu
sehingga dapat membantu menghindarkan dari penggunaan
yang kurang tepat. Elemen ini memiliki sub- elemen: Informasi
pembatasan penggunaan data geospasial (use limitation).

Kualitas Data Geospasial (Data Quality Information)

Elemen kualitas data geospasial merupakan informasi kualitas
data geospasial dari beberapa aspek hasil pengkajian kualitas
data geospasial dengan metodologi tertentu sesuai standar.
Elemen kualitas data geospasial memiliki sub elemen:

Informasi umum mengenai kualitas (general information);
Riwayat data geospasial (lineage);

Kelengkapan (completeness);

Konsistensi Logis (logical consistency);

Akurasi Posisi (positional accuracy);

Akurasi Temporal (temporal acuracy);

Ok wWN R
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7. Validitas Temporal (temporal validity);
8. Akurasi Atribut/Tematik (thematic accuracy);
9. Kesimpulan kajian kualitas data geospasial (result).

Pemeliharaan Data Geospasial (Maintenance Information)

Elemen pemeliharaan data geospasial memuat informasi ruang

lingkup dan frekuensi updating. Elemen pemeliharaan d ata

geospasial memiliki sub elemen:

1. Informasi umum mengenai pemeliharaan data (General
Information);

2. Lingkup pemeliharan (Scope Information).

Representasi Data Geospasial (Spatial Representation)

Elemen representasi data geospasial memuat informasi tentang

mekanisme yang digunakan untuk merepresentasikan informasi

geospasial dalam sebuah dataset. Elemen representasi data

geospasial memiliki sub-elemen:

1. Informasi umum mengenai representasi;

2. Representasi spesifik untuk setiap model data; ada dua
pilihan yaitu:

a. Grid (Grid Spatial Representation) untuk model data
grid dan raster. Sub-elemen yang lebih spesifik untuk
data raster dapat digunakan untuk rujukan
(Georectified atau Georeferenceable)

b. Vektor (Vector Spatial Representation)
1. Dimensi Data (Dimension Information);
2. Informasi Geometri Objek (Geometric object
information).

Sistem Referensi Geospasial (Reference system information)
Elemen sistem referensi geospasial merupakan elemen yang
memuat informasi sistem referensi geospasial dan sistem
referensi temporal yang digunakan sebuah dataset. Elemen
sistem referensi geospasial memiliki sub-elemen sebagai
berikut:
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1. Informasi pengenal sistem referensi geospasial;
2. Informasi pengenal sistem referensi waktu.

Isi/Kandungan Data Geospasial

Penjelasan Katalog Unsur Geografi Elemen isi data geospasial

merupakan elemen yang memuat informasi untuk mengenali

katalog fitur yang digunakan dan/atau informasi yang

menjelaskan isi sebuah layer atau entitas. Elemen isi data

geospasial memiliki sub-elemen sebagai berikut:

1. Deskripsi katalog fitur yang digunakan (Feature Catalogue
Description);

2. Deskripsi layer atau entitas (Coverage Description).

Penjelasan Katalog Fitur

Elemen penjelasan katalog fitur memuat informasi mengenai
katalog fitur yang digunakan. Elemen ini memiliki sub-elemen:
1. Pengenal katalog fitur yang digunakan;

2. ldentifikasi Unsur (Kode Unsur).

Penyebarluasan (Distribution information)

Elemen penyebarluasan memuat informasi mengenai
distributor, cara untuk memperolehnya, dan format
penyampaiannya. Elemen ini memiliki sub-elemen sebagai
berikut:

1. Informasi distributor (atau custodian-nya) (distribution);

2. Format penyebarluasannya (distribution format);

3. Pilihan metode penyampaiannya (transfer option).

.5.4.2. Perangkat lunak yang digunakan untuk menyusun
metadata

Perangkat lunak yang dapat digunakan untuk penyusunan metadata
sesuai standar ISO 19115 terdiri atas perangkat lunak berbayar
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(misalnya: ArcGIS) dan perangkat lunak gratis (misalnya: ConvMeta
yang dibuat oleh BIG dan CatMDEdit yang dibuat oleh University of
Zaragoza).

11.6. Proses Pembangunan Simpul Jaringan
Sub bab ini menjelaskan mengenai prinsip dalam membangun
Simpul Jaringan dan pentahapan dalam pembangunannya.

I11.6.1. Prinsip-prinsip pembangunan Simpul Jaringan

Pembangunan Simpul Jaringan diawali dengan pembuatan roadmap

untuk memberi arah tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan di

masa depan. Situasi dan kondisi di pemerintah daerah atau

Kementerian/Lembaga sangat bervariasi. Oleh karena itu, tahapan

yang perlu diikuti juga harus menyesuaikan dengan situasi dan

kemampuan terakhir masing-masing instansi. Prinsip dasarnya
adalah bahwa pembangunan IIG seyogyanya diawali dengan
pemanfaatan Sistem Informasi Geospasial secara intensif dan
berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip utama yang
perlu diperhatikan dalam pembangunan Simpul Jaringan (sebagian

bersumber dari Natural Resources Canada, 2012):

1. Terbuka. [IG harus bersifat terbuka dalam hal format dan
standar untuk memungkinkan adanya tukar guna dan berbagi
pakai DG dan IG.

2. Mudah diakses. 1IG dibuat supaya pengguna dapat mengakses
DG dan IG dan layanan dengan mudah, terlepas dari
kompleksitas teknologi yang digunakan.

3. Tepat waktu. IIG dibuat untuk memberi akses ke DG dan IG
dengan layanan yang bersifat tepat waktu atau real time.

4. Dinamis. Komponen IIG, seperti peraturan, data, kelembagaan,
SDM, dan teknologi, selalu mengalami perkembangan. Oleh
karena itu Simpul Jaringan harus bersifat adaptif dan dapat
menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang.

5. Terdekat dengan sumber. 1IG memaksimalkan efisiensi dan
kualitas dengan mendorong organisasi yang merupakan sumber
data untuk berpartisipasi dalam memberikan DG dan IG serta
layanan.
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6. Kepercayaan. Sebagian yang dikelola dalam 1IG bersifat rahasia
dan mengandung aspek privasi. Di samping pengaturan tingkat
akses untuk informasi sensitif, kepercayaan antar lembaga yang
terlibat dalam 11G harus selalu dijaga.

1.6.2. Pentahapan pembangunan Simpul Jaringan

Untuk memberikan gambaran vyang lebih nyata tentang
pembangunan Simpul Jaringan, Gambar 7 berikut menyajikan
tahap-tahap yang perlu ditempuh dalam pembangunan Simpul
Jaringan. Tahapan yang disajikan dalam Gambar 7 dimulai dari
kondisi paling awal, yaitu belum ada embrio Simpul Jaringan. Jika
suatu pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga sudah
melewati tahap tersebut, tentu saja dapat langsung melangkah di
jenjang berikutnya. Tahapan kegiatan yang ada dapat dilakukan
secara simultan, tidak harus menunggu tahapan sebelumnya selesai
dikerjakan.

1. Persiapan dan Perencanaan. Terdapat dua tahap kegiatan yang

dilakukan di sini.

a. Tahap 1, yang memiliki tiga kegiatan. Pertama,
pembangunan kesadaran arti penting dan manfaat Simpul
Jaringan. Selanjutnya meningkatkan pemahaman seluk
beluk Simpul Jaringan. Kegiatan terakhir adalah membuat
komitmen untuk membangun Simpul Jaringan. Komitmen
pembangunan Simpul Jaringan perlu dukungan pimpinan
unit kerja, misalnya Kepala Bappeda atau Pusdatin. Oleh
karena itu, kesadaran dan pemahaman tentang Simpul
Jaringan harus disampaikan juga ke pimpinan unit kerja.

b. Tahap 2 terdiri atas empat kegiatan. Pertama, evaluasi diri
terhadap kondisi terkini lembaga, menggunakan formulir
evaluasi diri yang ada di Bab Il Buku Petunjuk Teknis ini.
Kegiatan kedua adalah membuat Visi, Misi dan Tujuan
dibangunnya Simpul Jaringan. Walaupun terdapat
kesamaan dengan pemerintah daerah atau
Kementerian/Lembaga lain, tetap terdapat karakteristik
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yang khas yang dapat dimunculkan. Penyusunan Visi, Misi
dan Tujuan ini perlu melibatkan SKPD atau Direktorat lain
supaya terdapat kesamaan pandangan dan arah.

Berikutnya adalah penyusunan rencana kerja yang rinci,
termasuk waktu implementasi dan estimasi biaya yang
dibutuhkan. Jika staf internal merasa kurang memiliki
pengetahuan, dapat meminta masukan dari BIG atau PPIDS
atau konsultan yang kredibel. Kegiatan terakhir berupa
penyusunan tim inti yang akan menjadi motor penggerak
pembangunan Simpul Jaringan. Tim inti ini sebaiknya
beranggotakan staf muda yang memiliki pengetahuan
dan/atau semangat yang tinggi dan didampingi oleh unsur
pimpinan lembaga.

Desain dan Pembangunan memiliki dua tahap kegiatan.
Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini dapat dilakukan secara
simultan, tidak berurutan. Namun demikian, kegiatan pada
Tahap 3 lebih baik dimulai lebih awal dibandingkan dengan
Kegiatan pada Tahap 4.

a.

Tahap 3 terdiri atas tiga kegiatan yang merupakan
komponen penyusun IDS/IIG. Tahap pertama berupa
penyiapan SDM, yang merupakan pengembangan dari tim
inti yang telah dibentuk di tahap kedua. Jumlah staf yang
dilibatkan dalam tahap pembangunan perlu ditambah
untuk memudahkan pekerjaan sekaligus membentuk
kelompok staf yang mengetahui dengan baik sistem kerja
Simpul Jaringan.

Berikutnya adalah penyusunan peraturan yang diperlukan.
Peraturan yang merupakan payung hukum ditetapkan
dalam bentuk peraturan kepala daerah atau peraturan
menteri atau peraturan kepala badan serta peraturan
daerah. Selanjutnya, perlu dibuat peraturan yang bersifat
teknis, misalnya prosedur akses DG dan IG. Semua
kebijakan yang akan diterapkan sebaiknya dibuat dalam
bentuk tertulis, sehingga terdapat standar implementasi
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dan pelayanan. Dalam aspek kelembagaan, perlu
ditetapkan unit kerja yang akan bertanggung jawab dalam
menjalankan Simpul Jaringan. Unit kerja ini dapat berupa
unit kerja yang sudah ada dengan tambahan Tupoksi atau

membentuk unit kerja baru.

[ Persiapan dan Perencanaan )
Tahap1 | Tahap 2

> Kesadaran > Evaluasi diri

> Pemahaman > Penetapan Visi, Misi & Tujuan

> Komitmen > Pembentukan tim inti

> Kepemimpinan | > Penyusunan Rencang )
\ AN L ')
[ Desain dan Pembanaunan )

Tahap 3 | Tahap 4

> Penyiapan SDM > Pengadaan Data &

> Penyusunan peraturan . penerapan standar

> Pembentukan Unit > Pengadaan hardware

Kerja SJ dan software |

l

g Implementasi & Pengembangan

Tahap 5 I Tahap 6

> Pengaktifan 11G internal
Daerah atau K/L

> Operasionalisasi SJ . > Perbaikan dan

> Koneksi ke PSJ || penyesuaian

> Pemeliharaan SJ

> Pengembangan aplikasi

.

J

Gambar 7. Pentahapan pembangunan Simpul Jaringan.
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b. Tahap 4 terdiri atas dua kegiatan. Pertama, penyiapan dan
pengadaan DG dan IG. DG dan IG merupakan hal alasan
utama dibentuknya Simpul Jaringan. Oleh karena itu,
ketersediaan DG dan IG harus menjadi prioritas utama,
baik dalam hal cakupan wilayah, kelengkapan tema,
maupun akurasinya. Jika terdapat kendala keterbatasan
anggaran, perlu disusun prioritas dengan mendahulukan
DG dan IG yang bersifat mendesak dan masuk dalam
domain publik. DG dan IG yang digunakan harus sesuai
dengan standar yang telah ditentukan, baik melalui SNI
ataupun peraturan yang lain. Kesesuaian terhadap standar
juga diterapkan pada aspek perangkat keras dan perangkat
lunak. Kegiatan terakhir berupa pengadaan perangkat
keras dan lunak. Perangkat keras meliputi komputer PC,
server, LAN serta ruang server dan perlengkapannya.

&5 Bagaimana caranya supaya Simpul Jaringan yang dibangun
teregistrasi ke PSJ (Ina-geoportal)?

Secara teknis, agar data geospasial dapat terindeks dan muncul
di PSJ (Ina-geoportal), maka syaratnya data geospasial tersebut
disimpan dan dikelola di dalam server simpul jaringan yang
dilengkapi dengan piranti lunak penyebarluas peta dan data
geospasial serta memiliki IP Publik. Selanjutnya secara
administratif, Simpul jaringan menghubungi PSJ (BIG) dengan
menyertakan status kelembagaan (misalnya SK IDS atau SK SJ)
dengan peryataan untuk berpartisipasi sebagai simpul jaringan.
Pengelola PS) dapat dihubungi melalui e-mail di
helpdesk.nsdi@big.go.id dengan subjek email: [registrasi_SJ].

Sedangkan perangkat lunak termasuk sistem operasi, SIG,
dan koneksi/langganan internet. Skalabilitas sistem perlu
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dipertimbangkan dalam konteks ini, dalam arti pengadaan
sistem di tahap awal tidak harus langsung memiliki
spesifikasi tinggi. Namun demikian, sistem harus sudah
didesain untuk dapat ditambah dan dikembangkan
kapasitasnya tanpa harus mengganti dengan perangkat
yang baru.

3. Implementasi dan Pengembangan, yang terdiri atas dua tahap.

a.

Tahap ke-5 memiliki tiga jenis kegiatan. Pertama,
mengaktifkan  IDS dan IIG di daerah atau
Kementerian/Lembaga. Pada kegiatan ini, tukar guna dan
berbagi pakai DG dan IG dilaksanakan secara penuh
menggunakan protokol/aturan yang sudah ditetapkan.
Pada sebagian daerah, mungkin sulit menyediakan LAN
atau koneksi internet untuk pertukaran atau berbagi pakai
DG dan IG dalam framework modern. Pada kondisi minimal
ini, pertukaran DG dan |G dapat dilakukan secara
‘tradisional’ menggunakan CD/DVD/flash disk. Namun
demikian, diharapkan kondisi itu tidak berlangsung lama.

Kegiatan selanjutnya adalah mengaktifkan Simpul Jaringan
melalui aktivasi alamat web untuk portal geospasial daerah
atau Kementerian/Lembaga. Masyarakat mulai dapat
mengakses metadata ataupun DG/IG yang tersedia di
portal geospasial tersebut. Secara bersamaan, services
portal geospasial tersebut dihubungkan dengan portal
geospasial nasional (http://tanahair.indonesia.go.id) yang
dikelola oleh BIG sebagai Penghubung Simpul Jaringan. Jika
Simpul Jaringan daerah atau Kementerian/Lembaga sudah
tersambung ke portal geospasial nasional, maka secara
prinsip pembangunan Simpul Jaringan telah selesai.

Tahap ke-6 dilakukan dalam rangka menjamin
keberlanjutan ~ Simpul Jaringan dan  peningkatan
kualitasnya, yang terdiri atas tiga kegiatan. Pertama
pemeliharaan Simpul Jaringan, baik dari sisi perangkat
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keras maupun perangkat lunaknya. Selanjutnya dilakukan
pengembangan aplikasi yang memanfaatkan DG dan IG.
Inovasi pemanfaatan Simpul Jaringan dapat dilakukan
dengan memperkaya DG dan IG yang ada atau dengan
mencari terobosan jenis pemanfaatan yang belum pernah
ada. Inovasi pemanfaatan juga merupakan bukti nilai
penting dibangunnya Simpul Jaringan. Perbaikan
dibutuhkan untuk menjaga sistem tetap dapat beroperasi
dengan baik. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin
diperlukan penggantian kabel, peningkatan kapasitas
server, dan sebagainya. Mungkin juga dibutuhkan
penyesuaian sistem atau peraturan, mengikuti dinamika
peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, di daerah
atau Kementerian/Lembaga, atau adanya kebutuhan baru
dari pengguna.

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah berapa lama semua tahap

tadi dapat diselesaikan. Jawabannya, tergantung pada faktor yang

paling dominan, yaitu SDM. Berdasarkan pengalaman Simpul

Jaringan yang sudah Dberdiri dan analisis kemampuan

Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, seluruh tahapan

pembangunan Simpul Jaringan dapat diselesaikan dalam waktu 9

bulan. Namun demikian apabila beberapa prasyarat belum

mendukung, maka pembangunan Simpul Jaringan dapat
diselesaikan dalam waktu maksimal 24 bulan. Waktu maksimal ini
terutama Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru berdiri sebagai
daerah otonomi baru. Perlu ditekankan di sini bahwa pembangunan

Simpul Jaringan dan keberlanjutannya akan ditentukan oleh empat

hal yang merupakan kegiatan tahap awal, yaitu:

1. Kesadaran akan nilai strategis dan manfaat Simpul Jaringan.

2. Pemahaman tentang seluk beluk Simpul Jaringan.

3. Komitmen semua pihak yang terlibat untuk membangun dan
memanfaatkan Simpul Jaringan, yang dilandasi oleh saling
percaya.

4. Kepemimpinan yang kuat, visioner dan responsif terhadap
kemajuan.
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1.7. Pembiayaan

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk membangun Simpul Jaringan
terbagi atas biaya investasi serta biaya operasional dan
pemeliharaan. Biaya investasi adalah anggaran yang disediakan
pada saat awal pembangunan Simpul Jaringan sampai saat Simpul
Jaringan beroperasi. Biaya operasional dan pemeliharaan
diperlukan untuk menjamin kelangsungan pengoperasian Simpul
Jaringan untuk seterusnya.

[11.7.1. Pembiayaan Investasi
Ringkasan biaya yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan
Simpul Jaringan adalah sebagai berikut:

Rincian kegiatan Komponen biaya

Penyiapan peraturan =  Biaya rapat
=  Honorarium tim

Pembentukan unit kerja =  Biaya rapat
=  Honorarium tim

Pengadaan DG dan = Luas wilayah

penerapan standar =  Skala

=  Format
Pengadaan peralatan =  Spesifikasi komputer
komputer = Jumlah komputer
Pengadaan server =  Spesifikasi server

= Jumlah server
= UPS untuk catu daya cadangan

Pengadaan software = QOpen source: tanpa biaya
= Komersial: kelengkapan lisensi dan
jumlah lisensi

Penyiapan fasilitas = Perbaikan sistem kelistrikan
ruang atau Pengadaan koneksi internet
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Rincian kegiatan Komponen biaya

pembangunan gedung = Pemasangan/Penambahan AC
= Furnitur kantor
= Luas gedung (untuk pembangunan
gedung baru)

I1.7.2. Biaya Operasional dan Pemeliharaan
Ringkasan biaya yang dibutuhkan untuk investasi pembangunan
Simpul Jaringan adalah sebagai berikut.

Rincian kegiatan Komponen biaya
Forum data =  Biaya rapat
Koneksi internet =  Tipe koneksi
= Besaran  bandwidth yang
dilanggan

Pemeliharaan sistem dan = Pemeliharaan jaringan
jaringan = Upgrade sistem
=  Biaya servis jika ada kerusakan

Pemeliharaan gedung = Ukuran gedung
dan fasilitasnya = Jenis pemeliharaan yang dilakukan

Peningkatan kualitas SDM =  Pendidikan lanjutan
= Tingkatan pelatihan
= Jumlah peserta pelatihan
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BAB IV
Gambaran Umum Operasional
Simpul Jaringan

IV.1. Produksi Data Geospasial

IV.1.1. Pengelolaan IGD

IGD yang dikelola oleh Simpul Jaringan berasal dari Badan Informasi

Geospasial. IGD merupakan acuan untuk pembuatan IGT bagi

keperluan sektoral di Pemerintah Daerah atau

Kementerian/Lembaga. Dalam pengelolaan IGD di Simpul Jaringan,

dilakukan hal-hal berikut:

1. Membuat backup 1GD dalam dua salinan. Kedua salinan
tersebut dalam dua tempat/gedung yang terpisah..

2. Menyediakan IGD dalam bentuk data aslinya (misalnya
shapefile) hanya kepada pihak yang termasuk dalam perjanjian
lisensi.

3. Dapat menggabungkan beberapa lembar peta rupabumi
menjadi satu basisdata tunggal yang berdasarkan batas
administratif.

4, Dapat membagi IGD menjadi beberapa basisdata spasial
menyesuaikan dengan batas batas administratif atau wilayah
analisis tertentu.

IV.1.2. Produksi IGT

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membuat IGT sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pembuatan IGT, maka
hal-hak berikut ini dilakukan:

1. Menggunakan IGD sebagai dasar pembuatan IGT.
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2. Menggunakan IGD yang memiliki skala yang sesuai dengan IGT
yang akan dibuat.

3. Menggunakan Peraturan, dokumen SNI dan petunjuk teknis
yang tersedia sebagai acuan dalam pembuatan peta tematik
(misalnya penyusunan peta untuk penataan ruang, klasifikasi
penutup lahan, dan delineasi lahan gambut).

IV.1.3. Kontrol Kualitas IGT

Setiap unit produksi pada Simpul Jaringan dituntut untuk dapat
melakukan kontrol kualitas IGT. Dokumen acuan untuk melakukan
kontrol kualitas produk IGT adalah:

=  SNI tentang Informasi Geografis: Spesifikasi Produk Data

= SNl tentang Informasi Geografis: Metadata

=  SNI tentang Informasi Geografis: Kualitas Data

IV.2. Pengelolaan dan Penyebarluasan DG dan IG

Data geospasial yang dikumpulkan oleh/dari Unit Produksi
dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan tema-tema
tertentu. Data Geospasial yang telah diklasifikasikan kemudian
disimpan dalam media penyimpanan internal (server lokal,
harddisk, eskternal harddisk atau DVD) serta penyimpanan
eksternal di cloud. Dalam penyimpanan internal, harus dibuat
backup secara periodic, misalnya setiap minggu. Backup disimpan di
lokasi/gedung yang terpisah untuk mengantisipasi bencana alam
ataupun pencurian. Dalam penyimpanan di cloud, harus dipastikan
bahwa server milik penyedia layanan cloud harus secara fisik
terletak di wilayah hukum Republik Indonesia.

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan membuat basisdata terpusat,
yang terdiri atas basisdata produksi dan basisdata penyebarluasan.
Basisdata produksi digunakan untuk kepentingan internal. Basisdata
penyebarluasan digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak
eksternal. Kedua jenis basisdata tersebut diamankan secara fisik,
keaslian dan kemananan datanya, serta sistem pengelolaannya.
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Pengamanan data dan sistem dilakukan menggunakan prinsip
teknologi informasi yang handal. Untuk menjamin keamanan
sistem, perangkat lunak yang digunakan harus selalu diperbarui
versinya, serta menggunakan sistem firewall dan anti virus yang
baik.

Penyebarluasan data geospasial memerlukan syarat bahwa data
geospasial telah tersusun metadatanya. Memang DG tanpa
metadata tetap dapat disebarluaskan, tetapi sangat disarankan
semua data geospasial yang terhimpun dan dikelola oleh SJ
dilengkapi dengan metadata. Metadata yang dibuat hendaknya
memenuhi kriteria metadata geospasial Indonesia.

Untuk mendukung aktivitas berbagi pakai data, penyebarluasan
data geospasial pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua:
melalui jaringan internet (melalui 1IG) atau tanpa jaringan internet.
Penyebarluasan data geospasial pada tingkat nasional maupun
daerah melalui Jaringan IG, pada prinsipnya mensyaratkan hal yang
sama: yaitu data geospasial telah tersedia dalam format siap akses
dan disertai metadata, terdapat Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan yang memiliki server dan piranti lunak pendukung
serta adanya layanan jaringan internet antara pengguna dengan
server data pada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Adapun penyebarluasan data geospasial tanpa menggunakan

jaringan internet, dapat dilakukan melalui bermacam cara (misalnya

media penyimpanan data CD/USB) tergantung pada protokol atau

SOP yang berlaku pada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan. SOP

untuk penyebarluasan data sebaiknya mengatur paling tidak hal-hal

sebagai berikut:

1. Jenis dan cakupan data yang dapat disebarluaskan

2. Media komputer (piranti bergerak atau komputer) yang
digunakan dan media data yang diakomodasi

3. Fungsi dan peran para pihak (Unit Produksi serta Unit
Pengelolaan dan Penyebarluasan)

4. Tanggung jawab dan kewajiban penerima data (beneficiary)
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IV.2.1. Penyebarluasan DG/IG Secara Internal

Penyebarluasan Data Geospasial secara internal adalah untuk
kepentingan SKPD di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau
Direktorat Jendral/Direktorat/Pusat di Kementerian/Lembaga. Pihak
internal berhak untuk mendapatkan DG dan IG dalam format data
SIG, bukan sekedar dalam format gambar (misalnya JPG dan TIFF)
atau PDF. Dalam satu jaringan lokal (LAN), penyebarluasan dapat
dilakukan dengan menggunakan satu direktori dalam server yang
bisa diakses oleh semua unit atau SKPD suatu daerah.

Tentu saja sistem dan pengklasifikasian tingkat akses perlu diatur
melalui petunjuk teknis atau SOP misalnya. Penyebarluasan DG dan
IG antar unit atau antar instansi SKPD yang terhimpun di dalam
sebuah sebuah Simpul Jaringan dapat dilakukan menggunakan 11G
melalui spesifikasi teknis WFS (untuk download) dan WMS (untuk
sekedar berbagi gambar peta) di geoportal.

IV.2.2. Penyebarluasan DG/IG ke Pihak Eksternal

Penyebarluasan DG dan |G secara eskternal adalah untuk

kepentingan masyarakat / komunitas, dunia akademik / penelitian,

dunia bisnis serta ke media massa. Simpul Jaringan hanya
menyebarluaskan DG dan IG Tematik. Pengaturan
penyebarluasannya juga berbeda, terutama dalam format data yang
dapat diberikan serta perjanjian lisensinya. Penyebarluasan DG dan

IG untuk pihak eksternal mengikuti panduan berikut:

1. Format data yang dapat diberikan untuk masyarakat dan
media adalah format gambar (jpg atau tiff) atau pdf.

2. Pihak bisnis dapat memperoleh dalam format gambar (JPG atau
TIFF) atau PDF atau format SIG. Untuk penyebarluasan dalam
format SIG (misalnya menggunakan spesifikasi teknis WFS
untuk mengakses data vektor atau WCS untuk mengakses data
raster), harus menggunakan perjanjian lisensi yang ketat,
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misalnya tidak boleh memindahtangankan ke pihak lain di luar
pemegang lisensi. Pengenaan biaya lisensi dapat diterapkan.

3. Dunia akademik dan penelitian dapat memperoleh dalam
format gambar (JPG atau TIFF) atau PDF atau format SIG. Untuk
penyebarluasan dalam format SIG (misalnya menggunakan
spesifikasi teknis WFS untuk mengakses data vektor atau WCS
untuk mengakses data raster), harus menggunakan perjanjian
lisensi yang ketat, misalnya hanya boleh digunakan untuk
kepentingan penelitian sesuai proposal yang diajukan. Biaya
lisensi dapat dalam skema tarif nol.

IV.3. Pemeliharaan dan Pengamanan

Sub bab ini menjelaskan mengenai pemeliharaan infrastruktur dan
pengamanan pada sistem dan data geospasial.

IV.3.1. Pemeliharaan Infrastruktur

Pemeliharaan  piranti  lunak  untuk  penyimpanan dan

penyebarluasan data meliputi:

1. Pembuatan cadangan data secara berkala

2. Optimasi penyimpanan data secara berkala

3. Pemeriksaan rutin fungsi dan konektivitas piranti lunak sistem
operasi, server basisdata, server aplikasi dan geoportal berikut
kinerjanya.

4. Pemeriksaan rutin aktif tidaknya fitur layanan akses data

5. Pemeriksaan rutin aktif tidaknya fitur registrasi dan pengkinian
metadata

Pemeliharaan jaringan internet meliputi:

1. Pemeriksaan secara rutin aktivasi IP Publik

2. Pemeliharaan secara rutin kualitas kecepatan jaringan untuk
akses

3. Pengecekan dan pemeliharaan secara rutin kondisi fisik kabel
dan router jaringan internet.
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Pemeliharaan komputer dan server meliputi:

1.
2.

Pengecekan terhadap kemungkinan keberadaan virus
Penggantian secara periodik komputer yang digunakan, dalam

jangka waktu sekitar lima tahun.

Pemeliharaan AC meliputi:

1.

2.
3.
4

Pengecekan perkabelan listrik AC.

Pengecekan saluran pembuangan AC.

Pengecekan dan penggantian freon.

Selalu memastikan bahwa minimal terdapat dua buah AC di
ruang server yang beroperasi dengan baik, dan memiliki sistem
penyalaan kembali yang otomatis.

Ruangan tempat komputer, server dan penyimpanan data harus
dicek untuk aspek-aspek berikut:

1.

Pengecekan kebocoran atap yang dapat membahayakan
komputer, server dan perangkat jaringan.

Pengecekan kebersihan ruangan dari debu dan sampah yang
lain.

Pengecekan dan pemeliharaan fasilitas pemadam kebakaran.

IV.3.2. Pengamanan Sistem dan Data Geospasial
Pengamanan Sistem dan Data Geospasial terdiri atas pengamanan
secara fisik dan sistem. Secara fisik meliputi:

1.

Peletakan ruangan server dan unit produksi pada tempat yang
kokoh dan aman dari kebocoran dan genangan banijir.

Memiliki  perangkat keamanan terhadap kemungkinan
pencurian (ruang bertralis dan kunci/gembok yang baik).
Pengaturan sistem akses bagi tamu atau pengunjung.

Sedangan secara sistem, pengamanan terhadap DG dan IG meliputi:

1.
2.

Pengaturan sistem akses terhadap DG dan IG yang disimpan.
Membangun sistem backup yang baik dengan ko-lokasi maupun
secara fisik lokal menggunakan harddisk eksternal.
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3. Melakukan pembuatan backup data secara periodik, yaitu satu
minggu sekali.

IV.4. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja

Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan dokumen yang dibuat
sebagai panduan dalam suatu pekerjaan. Berikut ini disajikan satu
contoh KAK untuk pembuatan peta digital skala 1:5.000 untuk
keperluan penataan ruang.

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan

Nasional menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan harus
direncanakan berdasarkan data spasial dan nonspasial serta
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Amanat
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan
pada data dan informasi, termasuk data spasial dan nonspasial,
sehubungan hal tersebut pemerintah daerah wajib membangun
sistem informasi data spasial daerah yang terintegrasi secara
nasional.

Pemerintah  Daerah  Provinsi melakukan  percepatan
pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pendekatan
regional dan sektoral ke dalam pembangunan kawasan, termasuk di
dalamnya kawasan Implementasi Pembangunan wilayah
tersebut menuntut ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
sebagai basis percepatan bagi pembangunan wilayah khususnya
kawasan wilayah

Kawasan merupakan Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam
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Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan amanat
Undang-undang No. 26 Tahun 2007, sehingga perlu direncanakan
dan dikembangkan sebagai salah satu kawasan strategis provinsi
yang terintegrasi dengan rencana pembangunan wilayah Propinsi.
Pembuatan peta foto dan peta dasar secara fotogrametris
merupakan tahapan awal dalam proses pengintegrasian kawasan
Strategis Provinsi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah melakukan pekerjaan pemotretan
udara digital yang disertai pemetaan fotogrametris dengan spesifikasi
yang sesuai untuk pekerjaan pemetaan sekala 1:5.000 dengan
cakupan wilayah di

Tujuan kegiatan ini adalah penyediaan peta spasial berupa peta
photo udara dan peta dasar, khusus pada kawasan sebagai
tahapan awal dalam mendukung rencana pembangunan Propinsi

1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Secara garis besar lingkup kegiatan yang harus dilakukan dalam
pemetaan secara

photogrametri dapat dilihat pada Tabel 1. Lingkup dan Volume
Pekerjaan

Tabel 1. Lingkup dan Volume Pekerjaan

Uraian Pekerjaan Volume
Persiapan dan Perencanaan LS
Pengukuran Titik Kontrol 30 Titik
Pemotretan Udara Digital 20.000 Ha
Triangulasi Udara 20.000 Ha
Stereokompilasi dan Data Digital | 20.000 Ha
Elevation Model (DEM)
Orthorektifikasi / Digital Photo | 20.000 Ha
Mosaic
Identifikasi Lapangan / | 20.000 Ha
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Kelengkapan Data Lapangan
Editting dan Kartografi Peta 20.000 Ha
Pelaporan LS

1.4. Lokasi dan Volume Pekerjaan

Lokasi Kegiatan

Pekerjaan Pembuatan Peta Foto dan Peta Dasar Secara
Fotogrametris di Lokasi dengan luas 20.000 Ha. Gambaran letak
lokasi pemetaan ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Lokasi pemetaan.

1.5. Sistem Pelaporan dan Hasil-hasil Pekerjaan yang
Diserahkan

1.5.1. Sistem Pelaporan

Selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan pelaporan secara berkala
kepada pemberi

pekerjaan sebagai bahan untuk pemantauan (monitoring) kemajuan
pekerjaan. Adapun laporan-laporan yang dibuat adalah:

1) Laporan Pendahuluan (/nception Report)

Laporan Pendahuluan berisikan rencana kerja pelaksanaan
pekerjaan secara detil, metode pelaksanaan pekerjaan dan tata
laksana pekerjaan.

2) Laporan Bulanan (Monthly Report)
Laporan bulanan berisikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan sampai
dengan tiap-tiap akhir bulan berjalan yang didalamnya juga memuat
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permasalahan yang dihadapi dan cara penanganannya.

3) Laporan Antara (Interim Report)

Laporan antara berisikan sejauhmana kegiatan sudah dilaksanakan
oleh pelaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang
telah dibuat pada Laporan Pendahuluan, secara detil Laporan Antara
berisi:

a. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan; pengukuran titik
kontrol pemetaan, survei identifikasi lapangan, pemotretan
udara digital, pemrosesan photo wudara, pemrosesan
triangulasi udara, pemrosesan stereokompilasi dan data DEM,
pemrosesan orthorektifikasi.

. Melaporkan kendala-kendala yang dihadapi jika ada dan
solusi yang diambil, serta menyampaikan rencana
penyelesaian pekerjaan dalam waktu tersisa.

4) Laporan Draf Akhir (Draft Final Report)

Laporan draf akhir berisikan rangkuman laporan keseluruhan
pelaksanaan kegiatan,

beserta hasil-hasil pekerjaannya, dan rangkuman kendala-kendala
yang dihadapi dan penyelesaian terbaik yang ditempuh, serta
rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan setelah mengkaji
seluruh aspek pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh.

5) Laporan Akhir (Final Report)

Laporan akhir berisikan rangkuman laporan keseluruhan
pelaksanaan kegiatan, beserta hasil-hasil pekerjaannya, dan
rangkuman kendala-kendala yang dihadapi dan penyelesaian terbaik
yang ditempuh, serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat
diberikan setelah mengkaiji seluruh aspek pelaksanaan kegiatan dan
hasil-hasil yang diperoleh setelah melalui pembahasan bersama Tim
Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

dan mempertimbangan masukan-masukannya.

1.5.2. Hasil-hasil Pekerjaan yang Diserahkan
Hasil keluaran dari masing-masing tahap pekerjaan diatas

diserahkan kepada pemberi kerja (BAPPEDA ) sebagai berikut :
a. Seluruh foto digital hasil pemotretan yang masih berbentuk
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raw data dan belum dilakukan mosaicking dalam DVD
rangkap 3 (tiga).

. Peta Distribusi Titik Kontrol Tanah dan Premark rangkap 3

(tiga).
Buku Tugu yang berisi deskripsi lokasi, koordinat, foto titik-titik

tugu dan Premark rangkap 3 (tiga).
. Hasil identifikasi lapangan sebanyak rangkap 3 (tiga).
. Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik tugu sebanyak rangkap 3

(tiga).
Data mentah dan hasil pengolahan koordinat dengan GNSS.

. Hasil perhitungan titik kontrol tanah dan triangulasi udara

rangkap 3 (tiga).

. Peta Foto Digital skala 1:5.000 dan Softcopy Peta Foto dalam

DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 3 (tiga).
Peta Dasar Digital skala 1:5.000 dan Softcopy Peta Dasar 3D
dalam DVD atau media storage lainnya sebanyak rangkap 3
(tiga).

Peta Foto digital dan Peta Dasar Digital ini dalam format
software pengolahan dan format software yang kompatibel
dengan software Sistem Informasi Geografis, dalam sistem
koordinat dengan proyeksi UTM dan datum WGS 84 sehingga
mudah dikonversi dalam format peta digital yang telah dimiliki
BAPPEDA atau mudah untuk dilakukan superimpose.
Peta dasar digital ini dalam format shapefile berikut dengan
metadatanya yang disusun sesuai dengan Peraturan Kepala
BIG No.30 tahun 2013.

Peta Foto dan Peta Dasar skala 1:5.000 dicetak
masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan kertas berkualitas

tinggi.

1.5.3. Pemanfaatan Peta Digital

Peta yang dihasilkan adalah peta dasar, dapat dimanfaatkan antara

lain:

a.

Sebagai bahan bagi perencanaan dan pengembangan
pembangunan atau pengelolaan wilayah.

Memberi informasi bagi pengelola wilayah dalam kaitannya
dengan lahan yang akan dibangun, dikembangkan,
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diantaranya berupa peruntukan penggunaan lahan /
wilayah.
Mempersiapkan pembentukan basis data untuk penyiapan

pembuatan Sistem Informasi Geografis (GIS).

IV.5. Kerja sama

Pembangunan Simpul Jaringan, bagi sebagian Pemerintah Daerah
dan Kementerian/Lembaga, merupakan suatu jenis kegiatan baru
sehingga kapasitas internal belum terbangun. Oleh karena itu
diperlukan kerja sama dengan pihak yang sudah berpengalaman,
yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Pusat Pengembangan
Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). Kerja sama dengan BIG dapat
dilakukan dengan menghubungi:

Badan Informasi Geospasial
Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
JI. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, 16911.
Telp : (021) 8759481, Fax : (021) 8759481

Sampai saat ini telah terbentuk sembilan PPIDS di seluruh
Indonesia, yang dapat dihubungi untuk konsultasi pembangunan
Simpul Jaringan. PPIDS tersebut adalah:

No. | Nama Website dan e-mail

1 PPIDS Universitas Syiah | http://ppids.unsyiah.ac.id
Kuala

2 PPIDS Universitas | ppids@unp.ac.id
Negeri Padang

3 PIDS Institut Teknologi | http://pids.itb.ac.id
Bandung
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No. | Nama Website dan e-mail

4 PPIDS Universitas | http://ppids.ft.ugm.ac.id,
Gadjah Mada ppids@ugm.ac.id

5 PPIDS Universitas | http://ppids.undip.ac.id
Diponegoro geodesi@undip.ac.id

6 PPIDS Institut Teknologi | http://psids.its.ac.id/
Sepuluh November Ippm@its.ac.id

7 PPIDS Universitas | http://ppids.untan.ac.id
Tanjungpura sekretariat-ppids@untan.ac.id

8 PPIDS Universitas | -
Lambung Mangkurat

9 PPIDS Universitas | http://ppids.unmul.ac.id
Mulawarman

10 PPIDS Universitas | http://www.unhas.ac.id/witaris
Hasanuddin

Pelaksanaan kerja sama antar lembaga biasanya diawali dengan
pembuatan kesepakatan untuk bekerja sama. Berikut ini disajikan
contoh MoU antara BIG dengan Pemerintah Daerah. Contoh-contoh
lain perjanjian kerja sama dengan BIG dapat dilihat di
http://idih.big.go.id/.
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NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN
DATA, INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL UNTUK
PEMBANGUNAN

DI PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di , yang bertanda tangan di bawah ini:
NAMA : Kepala Badan Informasi Geospasial,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Badan Informasi Geospasial,
berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-
Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Gubernur Provinsi

dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Provinsi

berkedudukan di

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama
selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu
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menerangkan hal-hal sebagai berikut:

. bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Nota
Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa
pembangunan Provinsi membutuhkan
dukungan dari pengembangan dan pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan

. bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan
bersama sejalan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Memahami hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
saling mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama
dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan kerja
sama penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data
serta informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi

, sesuai dengan tugas dan fungsi PARA

(2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah bersinerginya dua
institusi dalam mewujudkan pemanfaatan data dan informasi
geospasial, serta pengembangan ilmu pengetahuan serta
teknologi informasi geospasial.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal
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sebagai berikut:
a. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi geospasial;
. Penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial;
Penyebarluasan data dan informasi geospasial;
. Penyediaan data dan informasi geospasial;
. Pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi
geospasial;
Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya
manusia terkait dengan data dan informasi gospasial;
. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur terkait informasi
geospasial; dan
. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA
PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih
lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan
Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama,
mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan
hal-hal lain yang dipandang perlu.

(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat  selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota
Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual
sebagai hasil dari Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur
kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri
berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan Bersama ini, PARA
PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota
Kesepakatan yang baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari
kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan Bersama ini.

(4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota
Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan
untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara
tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh)
hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan
Bersama ini.

(5) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi,
baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Nota
Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait
pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota
Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Nota
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Kesepakatan.

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin,
permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan
Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis
dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Biro Hukum dan Kerja Sama, Provinsi

b. Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi
Geospasial, JI. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, 16911.
Telp : (021) 87908988; Fax : (021) 87908988

PASAL 8
EVALUASI

(1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi
secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam)
bulan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan
digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam
Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

PASAL 9
PERUBAHAN
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Perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur
dalam Nota Kesepakatan Tambahan atau Nota Kesepakatan
Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,

tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam
rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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BAB IV Penutup

Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan ini berisi
paparan tentang teori IDS/IIG, Simpul Jaringan, metode evaluasi diri
dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membangun
Simpul Jaringan. Pembangunan Simpul Jaringan di Indonesia harus
dipercepat supaya proses perencanaan, pelaksanaan dan
monitoring pembangunan nasional didasarkan pada informasi
geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem
referensi yang sama.

Pembangunan Simpul Jaringan membutuhkan kerja sama banyak
pihak. Mengingat bahwa pembangunan Simpul Jaringan di negara
kita relatif tertinggal dari yang seharusnya, maka diperlukan proses
percepatan. Kunci awal dan utama pembangunan Simpul Jaringan
adalah empat hal, yaitu kesadaran, pemahaman, komitmen dan
kepemimpinan. Manfaat utama yang dapat diraih dengan
pembangunan Simpul Jaringan adalah terciptanya efisiensi dan
efektifitas berbagi pakai DG dan IG, sehingga proses perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan
berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat
dipertanggungjawabkan.
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Istilah dan Definisi

Akurasi

Akurasi spasial

Akurasi Tematik

Akurasi Temporal

Bebagai pakai data (Data

sharing)

Daring
Data Raster

Gambaran sejauh mana informasi
pada peta atau basisdata DG dan IG
memiliki kesesuaian dengan nilai
yang benar atau yang dianggap
benar

akurasi pada komponen
spasial/geometri suatu basisdata
DG

akurasi nilai atribut yang dikodekan
dalam basisdata DG

kesesuaian  antara  pencatatan
waktu dalam basisdata geospasial
dengan dan waktu yang benar
suatu entitas

penyediaan data dari produsen
atau pemilik data (provider) kepada
pengguna.

dalam jaringan (online)

struktur data berbentuk grid
umumnya bujur sangkar display
lainnya.yang merepresentasikan
obyek di permukaan bumi.
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Data Spasial/Geospasial
(bG)

Data Vektor

Sistem Informasi
Geografis (SIG)

Geoportal

Informasi Geospasial (1G)

data hasil pengukuran, pencatatan,
dan pencitraan terhadap suatu
unsur keruangan yang berada di
bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi dengan posisi
keberadaannya mengacu pada
sistem koordinat nasional.

penggunaan geometri titik, garis,
dan luasan/polygon -yang
didasarkan pada ekspresi
matematika - untuk mewakili obyek
di permukaan bumi

sistem komputer yang dirancang
untuk menangkap, menyimpan,
memanipulasi, menganalisis,
mengelola, dan menyajikan data
dan informasi spasial

portal khusus yang berhubungan
dengan layanan pencarian dan
penggunaan data spasial melalui
media internet

data geospasial yang sudah diolah
sehingga dapat digunakan sebagai
alat bantu dalam perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan,
dan/atau pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan ruang
kebumian
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Infrastruktur Data
Spasial/ Infrastruktur
Informasi Geospasial

Infrastruktur Data Spasial
Nasional

Interoperabilitas

Jaringan Informasi
Geospasial Nasional

Konsistensi data
geospasial

Kontrol kualitas

sebuah usaha terkoordinasi untuk
memfasilitasi pencarian, tukarguna,
berbagi dan pemanfaatan data (dan
informasi geospasial) oleh para
pengguna data spasial

suatu perangkat sistem manajemen
data spasial yang mencakup
wilayah nasional dalam
memfasilitasi  ketersediaan dan
akses terhadap data spasial

kemampuan untuk  membuat
sistem dan organisasi bekerja sama.

suatu sistem  penyelenggaraan
pengelolaan data geospasial secara
bersama, tertib, terukur,
terintegrasi dan berkesinambungan
serta berdayaguna

tidak adanya kontradiksi dan
ukuran validitas internal basisdata
DG, meliputi konsistensi topologi,
konsistensi temporal dan
konsistensi tematik

prosedur yang digunakan untuk
menjamin tingkat kualitas dan
standar yang dikehendaki dapat
dipenuhi
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Metadata

Metadata manager

Pemilik data

Penghubung Simpul
Jaringan

Penjaminan mutu

Perangkat Lunak Bebas
dan Terbuka/ Opensource

informasi atas data spasial yang
berisi identifikasi, kualitas,
organisasi, acuan, entitas,
distribusi, sitasi, waktu, dan acuan
data.

piranti lunak pengelola metadata
data spasial/katalog

adalah pihak yang pertama kali
membuat dan menerbitkan data
dan secara umum bertanggung
jawab terhadap isi dan kualitas dari
data, termasuk menyusun
metadata, serta berhak atas hak
kepemilikan data tersebut

institusi yang menyelenggarakan
pengintegrasian Simpul Jaringan
secara nasional, vyaitu Badan
Informasi Geospasial

proses penetapan dan pemenuhan
standar mutu secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga pihak-pihak
yang berkepentingan dapat
memperoleh kepuasan atas produk
yang dihasilkan

perangkat lunak yang gratis atau
tidak perlu membayar untuk
mendapatkannya, dan pengguna
dapat melakukan modifikasi
perangkat lunak tersebut
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Perangkat lunak Server

Resolusi

Simpul Jaringan

Simpul Jaringan Daerah

Simpul Jaringan Pusat

Spesifikasi data geospasial

Spesifikasi Produk Data
(SPD)

aplikasi perangkat lunak vyang
mampu menerima permintaan dari
klien dan memberikan tanggapan
yang sesuai

jumlah detail yang dapat dilihat
dalam ruang, waktu atau tema

institusi yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan
pengumpulan, pemeliharaaan,
pemutakhiran, pertukaran, dan
penyebarluasan DG dan IG.

organisasi pada satuan kerja
pemerintah daerah yang ditetapkan
oleh pimpinan Pemerintah Daerah

organisasi pada kementrian dan
lembaga pada level nasional yang
memiliki tugas dan fungsi simpul
jaringan

uraian yang berisi ketentuan teknis
dalam mencapai tujuan khusus dan
penjelasan rinci sesuai dengan
kekhususan data geospasial

spesifikasi yang mengatur cara DG

dan IG seharusnya dibuat dengan
persyaratan tertentu
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Standar

Standar Nasional
Indonesia

Tukarguna

Unit Penyebarluasan

Web service

suatu tingkatan kualitas yang
dibakukan berdasarkan konsensus
semua pihak terkait dengan
memperhatikan syarat-syarat
tertentu, serta berdasarkan
pengalaman, perkembangan masa
kini dan masa datang untuk
memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya

standar yang ditetapkan oleh
Badan Standardidasi Nasional dan
berlaku secara nasional

berbagi pakai

unit kerja pada Simpul Jaringan
yang ditunjuk bertugas menyimpan,
mengamankan dan
menyebarluaskan DG dan IG.

metode komunikasi antara dua

perangkat elektronik melalui
jaringan
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10.

Frequently Asked Questions

Bagaimana peran pimpinan dalam pembangunan Simpul
Jaringan?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 54.

Bagaimana kalau komputer yang tersedia dipakai untuk
pekerjaan yang lain?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 55.

Apakah server harus terletak di Unit Kerja Simpul Jaringan?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 56.

Apakah server lain boleh digunakan untuk Simpul Jaringan?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 59.

Apakah Simpul Jaringan yang dibangun dengan open source
dapat terhubung ke PSJ?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 63.

Bagaimana kalau jaringan internet di daerah tidak mendukung?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 65.

Informasi Geospasial apa saja yang harus disebarluaskan?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 68.

Apakah harus membuat metadata baru untuk data/peta lama?
Jawab : Anda dapat membaca di halaman 75.

Apakah peralatan SJ dapat/boleh digunakan untuk kepentingan
lain?
Jawab : Prioritas harus digunakan untuk JIGN

Apakah membuat data sendiri termasuk legal?

Jawab : Yang dilakukan sebelum 2014 termasuk legal, kalau
masih berjalan harus dikoordinasikan dengan BIG
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